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BAB I
PEND AHULU AN

1.1, Latar Belakang Penelitian

Sejelan dengan sistem perundang-undangan yang
berlagku, dimana daserah-daersh diberi hak otonom,
meka keusngan merupskan salsh satu faktor yang
sangat besar peranannya didalam penyelenggaraan uru-
san rumsh tangge daerah.

Sebagai hal yang kita maklumi bahwa dalam usaha
merubah suatu keasdaan masyarakat kearah yang lebih
baik, seringkali mengalami hambatan disebabkan oleh
terbatasnya kemampuan keuangan. Untuk itu sudah barang
tentu berbagai hal bisa dilakukan yang pada prinsip-
nya adaleh berusshs untuk meningkatkan atau paling
tidak mempertahankan kKemampuan keuangan yang ada, dan
mengelols sumber-sumber tersebut sehingga diperoleh
daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya
dalam meningkatkan kesejahteraan umum didéerahnya
masing-masing.

Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalsah suatu
Orgenisasi Pemerintah Daerah yakni merupakan daerah
otonom delam wilayah negara kesatuan Republik Indone-
gie yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 5
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
telah mengatur pemberian otonomi. Dalam usaha membia~
yal urusan rumeh tangga daershnya memperoleh pendapa-

tan yang berasal dari pusat dan sumber-sumber Asli

Daergh sendiri.
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Berhubung dengan penerimaan pendapatan dari peme -
rinteh pusat dan penerimasn Pendapaten lain-lain yang sah
sifatnys tidak dapat dipastikan, maka dapatlah disimpul -
kan bahwa hanya penerimaan dari Pendapatan 2sli Daersh
sendirilsh yang merupsakan potensi penerimaan yang bisa
terus diharapkan untuk memenuhi pembiaysan bagi kelesta -
rian pengembangan daeragh.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah
Retribusi Daerah yang pengelolasnnya selain dilakukan oleh
Dinas Pendepatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
juga dilekukan oleh Dinas-dinas atau Instansi-instansi
lain.

Sejalen dengan peraturan perundang-undangan nomor 12
tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah, bsahwa
dengan perkembangan, dimana fungsi retribusi telah dirs -
sakan manfaat dan ekonominys oleh pemerintah daerah untuk
membangun, dalam hal ini Pemerinteh Dserah perlu mengada-
kan penyempurnaan dari segi Pelayanan, Sistem dan Prosedur
Penerimaan Retribusi dan Tehnik Pencarian Dsana.

Sistem Akuntansi Penerimsan Retribusi pengelolaannya
menggunakan Sistem Karcis, merupaken salah satu alat yang
dapat membantu lancarnya suatu organisasi dalam mencapai
tujuan, mempunyai peranan penting. Dengan adanya Sistem

Akuntansi yang baik sangat diperlukan dalam penyempurnasan

atas kebijaksenaan, kelemahan dan penetapan prosedur.
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Sebagai dasar untuk mengurangi kelemahen dan
melaksenakan kebijaksanaan meningkatkan pendapstan,
maka penulis tertarik untuk mengetahuil Perenan Sistem
dan Prosedur Ksrcis sebagai suatu Sistem Akuntansi
Penerimaan dalam meningkatkan Pengendalian Intern
Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkean uraian diatas penulis dalam penyusunan
Skripsi ini mengambil judul " PERANAN SISTFEM
AKUNTANSI PENERIMAAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATK AN
PENGENDALIAN INTERN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR."

Identifikasi Masalah

Permesalah yang sering timbul dan menjadi perha-
tien setiap kegiatan dalam merencanakan pendapatan,
dengan menganalisa dan melihsat berbagai aspek yang
berhubungan dengan penerimean retribusi, maka peranan
Karcis merupsakan faktor usaha untuk meningkatkan pen-
dapatan asli daerash,

Untuk itu penulis dalam hal ini mencoba mengin -
dentifikasikan permasalshan kedslam hgl sebagali
berikut :

1. Sampai seberspa jauh Peranan Sistem Akuntansi

Penerimsan Retribusi dalasm meningkatkan Pengenda -

lian Intern Pendapatsn Asli Daerah.
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2. Bageimans Sistem dan Prosedur Pengelolran Retri -
busi mulai dari Permintaan, Penerimaan dan Penye-

toran Hasil Penarikan Karcis.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian adslah men-
coba berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data
data serta informasi guna diolah sebagal bahan dalam
penyusunan Skripsi, dalam rangka menperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Pakuan Bogor,

Adapun menjedi tujuan dari penelitian yang
dilakukan penulis ini antara lain yaitu :

1. Menpelsjarl dan menganalisa peranan Sistem Akun -
tansi Penerimaan Retribusi dalam meningkatkan
Pengendalian Intern Pendapestan Asli Dsaerah.

2. Untuk mengetrapkan teori-teori Yang didapat penu-
lis dihubungkean dengan keadaan dan kejadian yang
ada dalem praktek.

5. Dengan bekal pengetshuan teori serta pengalaman
pribadi lainnya, penulis berusaha sesusi dengean
kemampuan untuk menguraikan dan menganalisa per -
soalan-persoalan yeng sesungguhnya terjadi secars

terperinci serta mencoba mengemukakan pemecahsgn -~

nya.
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1.5.

Kegunaan Penelitian

Dengan diadskan penelitian dan Penulisan Skrip-
si ini diharapkan ide-ide yang tertuang didslsm da-~
pat bermsmfaat bagi siapa saja khususnya bagi Dinss
Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor didalam

pengelolean keuangannya.

Kerangka Pemikiran

Dalem suatu organisasi yang besar dengan negara
besar sehingga perlu diadakan pemisahan, wewenang,
kekuasaan meka pengendalian intern sebagal suatu
unsur yang perlu diterapkan dalam keberhasilan orga-
nisasi delam mencapai tujuan.

Dengen demikian luas dan kompleknya kegiatan -~
kegiatan organisasi, pemimpin organisasi akan kesu -
litan karena tidak dapat berdiri sendiri dalam menga-
wasl seluruh bagiasn dalam organisasi. Untuk mengeta-
hui kesulitan ini sebagian wewenang dan tanggung
jawab didelegasikan kepada orang-orang yang mampu
memenuhi atsu ghli pada masing-masing bidang agar
pimpinan dapat terus-menerus mengetshui keadaan yang
nyata dari keseluruhan organisasi, meka sistem akun-
tansi dianggap sebagai saleh satu elat begi pimpinan

yang akan menbantu meningkatkan pendapatan daersh

yang efesien dan efektif.
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Suatu Sistem Akuntansi yang baik dan diterap -
kan dalam organisassi memberikan data atsu informasi
dapat dipercaya kepada pihak menajemen yang dipakai
sebagal salah sstu dasar pengambilan keputusan da-
lam mengembangkan kebijaksanaan-kebi jaksanasan orga-
nisasi. Hal ini sesuai dengan definisi Hartanto D
sebagai berikut :

" Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen
yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, me -~
ngenalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan
yang releven untuk pengambilan keputusan kepada
pihak-pihak luar dan pihek dalam." (1 ; h.11)

Bagi organisasi seperti Kadipenda dimana tran-
saksi penerimaan retribusi dalam jumlah relatif
besar, hal ini kesdasn tersebut tengah mengandung
kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecenderungan
penyimpangan atau kesalahan yang diakibatkan oleh
lemahnye Sistem Pengendalian Inter, maka Sistem
Pengendallan Intern yang efektif sangat penting ba-
g1 maselsh kebenaran data keusngsn dan sangat fun -
damentel bagi masalah-masalah pelsksanaan sebuah
tanggung jawab pimpinan yang dapat diharapkan dengan
tepat yaitu bahwa pimpinan telah menetsapksn dalam
mengambil langkash-lengkah untuk mencapai sasarannya.

Sistem Pengendslian Pendapstan Retribusi

merupakan....




merupekan suatu sub sistem yang tidsk terpisahkan

dan pengendslian intern secara keseluruhan yang me -

liputi susunan organisasi dan semua cara yang telah

ditetapken suatu organisasi tidak saja diteliti dari
sistemnys saja tetapi jugsa pelaksanaannya sebagai
alat bagi pimpinan.

Suatu sistem pengendalian intern yang efektif
Jugs berguns untuk menjaga keselamatan atau keamanan
aktiva organisasi. Hal ini sesuai dengan definisi
dari Committee on Auditing Procedur mengenal pengen -
dalien intern sebagai berikut :

" Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi
dan semua metode-metode serta alat-glat yang dikoor-
dinasikan yang dipergunakan dalam organisasi dengan
tujuan menjaga keamanan harta milik organisasi,
memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,
meningkatken effisiensi dalam operasi, serta mem -
bantu menjega dipatuhinya kebi jaksanaan menajemen
yang telsh ditetapkan." (2 ; h.122)

Oleh karena itu pengendalian intern menjadi
amatleh penting didalam memberiken informasi kepads
pimpinan. Pada Kadipenda Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor sistem pengendalian intern atas pendapatan
retribusi melibatikan transaksi besar disamping kenya-

taean bahwa pada tingkat organisasi, pengendslian

intern....
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intern pendapatan merupakan suatu fungsi keuangan
yang esensial,

Sistem Pengendalian Intern diharapkan mampu
untuk memberikan untuk pelayesnan berguna informasi
penerimaen retribusi bagi manajemen melalui Sistem
dan Prosedur, baik sebelum Penerimaan Retribusi Jjuga
sesudshnya yakni Penyetorannya, untuk meningkatlkan
Pendapaten Asli Daersh.

Dari uraiasn diatas,penulis mengemukakan hipote-
sis bahwe pendapatan asli deserah akan terlsksana de-
ngan beik dilaksanskannya sistem pengendalian intern

Yang memeadai.

Metodologi Penelitian

Metodologl Penelitian yang dipergunakan dalam
penulisan ini adalah studi kasus ysitu sebuah pende-
katan kasus yang memerlukan suatu pengamatan dan pe~-
mecahen. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan
penelitian yakni untuk mengetahui teori dan peranan
penerimaan retribusi delam prakteknys.

Untuk merangkum data serta masalah yang diperlu-
kan dalam pembahasan digunakan beberapa metodologi
pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data dilaku-
kan dengan csara

1. Library Research, yaitu dengan mempelsjari berba-

gal teori dalam literatur yang ada kaitannya

dengen pembahasan dalam skripsi.
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2. Field Research, ysitu pengumpulan data atau in-
formasi langsung terjun kelapangan yang dijadi-
kan objek penelitian.

3. Interview, yasitu dengan mengadakan waweancara
langsung dengsan pimpinan, pekerja organisasi

tersebut.

Lokasi Penelitian

Dslam rangksa mencari datas dan informasi untuk
penyusunan skripsi ini melakukan penelitian lapa -
ngan pada Kantor Dipenda Ksbupaten Daerah Tingkat

I1 Bogor, jalan Panaragan Kidul.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Sistem pkuntansi

2.1.1. Pengertian Sistem Akuntsansi

Para shll diblidang skuntansi mengemukakan
berbagal pendapat tentang Sistem Akuntansi.
Definisi-definisi tersebut ada yang dititik
beratkan pada aspek Managerial atau aspek
Administrasinya. Diantaranya ada pula yang
memisahkan pengertian antars Sistem dan Prose-
dur. Aken tetapi pemisaghan pengertian tersebut
tetap merupakan kesatuan dari pada definisi
Sistem Akuntensi.

Sehubungan dengan pengertian Sistem diar-~
tikan secara terpisah, Sistem adglah :

" A System is a net work of relsted procedures
developed acdording to one integrated scheme
for performing a major activity of the
business." (3 ; h.2)

Definisi diates menekankan pada pengertian

teknis Administrasi, yaitu pengertian mengenai

langkaeh-langkah yeng tercakup dslam Sisten
untuk mencapai tujuan, Lain halnys dengan pen-
dapat mengensi Sistem ysng menitik beratkan

pada aspek Managerial yang dikemukakan oleh

Irene Flace dan Norman N. Borish adslah
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" Sistem adalah suatu golongan dari bagian -
bagian yang dipersatukan yeng disebabkan
saling tergantungnyas satu dengan yeang lain -
nya. Dalam organisasi, suatu Sistem adslah
alat/cara untuk mempersatukan pegawal-pegawai,
kegiatan-kegiatan, bahan-bahan dan mesin -
mesin untuk mencapal tujuan deri pada sustu
organisasi. Suatu Sistem Pemerintah adalah
alat/medium untuk menterjemahkan keputusan-
keputusen pimpinan menjadi hasil~hgsgil.™
(4 ; h.10)

Sedangkan mengenai Akuntansi itu sendiri,
sebuah organisasi pars Akuntan, yesitu American
Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) mendefinisikan Akuntansi sebagai beri-
kut :

" Akuntansi adalah suatu keshlian untuk menca-
tat, mengklasifikasikan dan mengikhitisarkan
dengan cara ysng tepat dan dinyetakan dengan
uang, transaksi dan kejadian yang sebagian
sekurang - kurangnya bersifat keuangan dan
menginterpretasikan hesil yang diperoleh.”
(5 3 h.99)

Dengan asdanye berbagai pendepat dari para ahli

meskipun tidek bertentangan atau perbedasn

pendapatnya.
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Berdasarkan uralan pengertian Sistem Akuntan-

s8i secara terpisah, maka pengertian Sistem

Akuntansi menurut pendapat John J.W. Neuner

dan Ulrich J Neuner mengemukakan definisinya

sebagal berikut ;

" Accounting system is an orgesnization of
forms records and reports, closely coordi -
nated to facilitate business management
through determining certain basic and re -
guired information."™ (€ ; h.3)

Dalam hal ini Neuner menekankan pada
aspek Administrasi, yasitu pencatatan tersebut
dapat diperoleh informsi~-informasi yang dibu-
tuhkan atau dikehendeki oleh manajemen.

Selain definisi dari Neuner tersebut dia-
tas, berikut ini penulis juga mengutif defi -
nisi yang dikemukakan oleh Pyle and Larson

adalah

" An Accounting system consist of the busi -

ness paper, record and report plus the pro-
cedures that sasre used in reporting their
effects.”™ (7 ; h.198)
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa
Sistem Akuntansi itu merupakan suatu alat
yang dipakai untuk mengorganisir/menyusun,

mengumpulkan..
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mengumpulkan dan mengikhtisarkan keterangan -
keterangan yang menyangkut seluruh transsksi
organisasi, dimana para pegawsi, kegiatan -
kegiatean bshan, mesin, prosedur, formulir, ca-
tatan, dan alat-alat lain yang dapat dikoordi-

nasikan untuk menghasilkan informasi.

Fungsi Sistem Akuntensi

Sistem Akuntansi yang baik merupakan salah
satu sysrat agar supaya informasi yang diminta
oleh msnajemen benar dan tepat pada sesat di -
perlukan. Oleh karena itu penyusunen Sistem
Akuntansi suatu orgsnisasi harus mempertimbang-
kan secara cermat fungsi Sistem Akuntansi.
Menurut Irene Place dan Norman. Borish fungsi
Sistem Akuntsnsi adalah :

1. Sistem Akuntansi menyajikan bentuk-
bentuk formulir dan buku-buku yang di-
perlukan didalam melsaksanakan segala
kegiatan dan transaksi-transaksi orga-
niseasi.

2. Sistem Akuntansi memberikan " pedoman
mengenai tata kerja den prosedur seba-
gel pedoman pokck pelaksanaan.

3. Sistem Akuntensi mengatur pencatatan

segala kekayaan organissassi serta peng-

gunsannya.,
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4, Sistem Akuntansi mengetur pencatstan
dan pembukuean organisssi dan pendapa-
tan.

'5. Sistem Akuntansi memberikan bahan pe-
nyusunan laporen-laporan tentang har-
ta, huteng dan modal beserts hasil -
hasil ussha yang diperoleh.

6. Sistem Akuntansi memberikan bahan-ba-
han informaesi dan pengawsasan yang luas
dan berguna sebagal "feedback" atau

sumber bahan pertimbangan untuk menen-

tukan langkah selanjutnys bagli pimpi-
nan (4 ; h.18-19)

2.1.3. Elemen-Elemen Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi telah didefinisikan
sebelumnys tentang pendapatnya, beshwa ma-
* sih merupskan persoaslan bagl para skuntan
karena mereka mempunyal penafsiran yang
berbeda-beds askan tetapl beberapa penga-
rang memasukan book, files, report, prin-
ciple, method, voucher, business paper dan
alat-alat lain sebagsi suatu elemen dari
Sistem Akuntansi, sedangkan menurut pen -
dapat Zaki Baridwan ada beberspa elemen

yaitu

. Formulir
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b. Buku-buku catatan
c. Prosedur-prosedur
d. Alat-alat. (8 ; h.2)
Elemen-elemen Sistem Akuntansi dapat diperinci
men jadi unsur-unsur yang komplek menun jukkan
secara jelas kegunaannya.
Add.a. Formulir
Formulir merupakan unsur pokok dalam Sis-
tem Bkuntansi yang dapst digunakasn untuk
mencatat suatu transaksi pads saast ter -
jadi =sehingga menjadi bukti tertulis
dari transaksl dan dapat digunakan juga
untuk melakukan pencatatan lebih lenjut,
Add.b., Buku-buku catatan
Didalam Sistem Akuntansi akan terdapat
beber;pa buku-buku yang digunaken untuk
melakukan pencatatan. Buku-buku catatan
itu adalah :
- Buku Jurnal
Merupskan buku catatan pertama adalsgh
dimena buku transaksi skuntansi mulai
dicatat dan disusun secars kronologi
sedemikian rupa sehingga setiap penca-
tatennya herus lengkap dengan penjelas-
an-penjelasan ini depat mudsh diiden -

tifikasikan dan ditelusuri ke sumber

dokumennya.
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- Buku Besar

Add.c.

Add.d.

Perkiraan-perkiraan yang digunaksan da =

lam mempersiapkan laporan untuk suatu

organisasi dan hanya dengan perkiraan

transsksi dapat dianalisa untuk tujuan

pelaporan.

Prosedur

Yang dimgksud dengan pengertian prosedﬁr

menurut pehdapat Neuschel

" A Procedures ... is a sequence of cle-
rical operetions, usually involving
several people in one or more departe-
ment, estabilished to ensure uniform
handling of a recurring ternsaction of
the business." (3 ; h.2)

Didalam melsksanakan prosedur yang dija-

lankan heruslah senantiasa diaswasi dan

dinilai apsakah prosedur itu telsh effi-

sien dan effektif, terciptanya kelanca-

ran dan pengendalian organisasi.

Alat-alat

Alat-alat yang digunekan untuk mendukung

peleksanaan Sistem Akuntansi dalam susatu

organisasi, seperti mesin tik, komputer,

mesin tulis dan sebsagainya.
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2.2. Sistem Akuntansi Penerimsan Uang suatu Organisasi

Pemerint gh

2.2.1. Sumber-sumber Penerimaan

Tingkat kemasmpuan sustu organisasi dalam
periode akuntansi yang telsh menghasilkan ja~-
sa/menyershkan kewajiban kepada pemerintah.
Sumber-sumber penerimasn menurut Kustadi-
Arinta antara lein :

a. Pajak (termasuk bunga dan denda)
b. Lisensi dan Perizinan
¢. Denda, Sita dan Hukumsn
d. Pendapstan dari penggunaan uang barang
e. Pendapatan dari badan lain
f. Hasil dari pelayanan. (9 ;h.51-32)
Sumber-sumber penerimaan menurut pendapat
Bintoro Tjokroamidjojo dilihat dari penerimsaan
pajak antaras lain :
1. Pajek langsung;
a. Pajek pendapatan {buruh dan useshawan)
b. Pajak persercan {perusahsan negara dan
swasta)
c. Pajek perserocan minyak
d. Menyetor/menghitung pajak orang lain
e. Iuran Pembangunan Daersh (IPEDA)

2. Pajek tidak langsung;

a. Pajak penjualan dalam negeri
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b. Pajak penjualan luar negeri
c. Cukalil
d. Bea masuk
e. Pajak eksport
f. Lain-lain pajak tidak langsung (10 ;
h.152)
Sumber-sumber penerimaan menurut pendsapat
Lieng Gle dibagil dalam tigs golongan ialah :
1. Sumber-sumber penerimaan dserah sendiri;
a. Pungutan;
a.1. Pajak daerah
a.2. Retribusi
b. Perusshaan;
©.1. Perusshaan yang seluruhnya diusa -
hakan dengan modal daerah
Perusshaan yang diusahakan dengan
modal campuran;
b.2.1, Daerah dengan daerah
b.2.2. Daersh dengan swasta
Lain-lain usaha daerah ysng ssh yang
tidak bertentangen dengan persturan

atasan

2. Sumber-sumber penerimaan dari pemerintah

Pusat ;

a. Pungutan;
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8.1. Pajak negara dan atau retribusi yang
seluruhnys disershkan kepada daersh.
a.2. Sebagian dari hasil pajask negara dan
atau retribusi yang diserahkan kepads
daerah. (misalnya uang retribusi pela-
buhan )
a.3. Opsen atas pajak negara
a.4. Sebagian ataeu seluruhnya dari pungutan
lain yang diserahkan kepsda daersh
{misalnya karcis bioskop)
b. Perusshaan Negsra;
b.1. Sebagian dari laba bersih perusshsan
negara yang disershksn kepada daersh
b.2. Perusahaan yang bersipat lokal yang
dimiliki dan ateu yang dikuasai oleh
negara yang seluruhnya diseraghkan -
kepadse daerah.
¢. Lain-~lain pemberian insidentil dari pemerin-
tah pusat
d. Pinjaman dari pemerintah pusat dslam jangks
waktu pendek dan jangka wektu panjang
e. Penyedisan sebagian deviden oleh pemerintah
pusat untuk keperlusan daersh
Lein-lzin sumber;
2. Pinjeman dari bank
b. Pinjaman dari rakyat berupa obligasi
¢. Pinjaman dari luar negeri melslui pemerintah

pusat. (11 ; h.175-176)



20

2,2.2. Formulir yang digunakan dalam Sistem pAkuntansi

Penerimaan

Sistem Akuntansi adaleh organisasi dari formu-

lir-formulir, catetan dan laporan-laporan, jenis

serta luasnya organisassi mempengaruhl formulir yang

depat diawasil dengan bsailk. 0leh karena itu agar

formulir yang digunskan harus direncanakan terlebih

dahulu sebagal berikut :

1.

Formulir yang direncanakan harus berisi semus
informasi yeang dibutuhkan, harus dipsstikan bah-~
wa kolom-kolom itu cukup lebar sehingge akan cu-
kup untuk mensasmpung sasngka-angka.
Formulir-formulir yang dibuat dengan memakal
tembusan, sebaiknya warnanya dibeda-bedskan dan
pada masing-masing tembusan dicetak nama bagian
yang axan diberi tembusan.

Sedapat mungkin semua formulir-formulir diberi
nomor urut yang dicetak, hal ini dapat berguna
sebagal alat pengawasean,

Perlu ditentukan jumlagh penggunaan formulir ds -
lam satu pericde ager penyediaannya dspat diren=~
cenakan dan tidak kehabisan. (8 ; h.42)

Sedangkan menurut pendapat Addision W Dbahwa

formulir terdiri dari empat elemen yaitu

1.

2.

Pengenslan / introduksi

Intruksi
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3. Isi utama (main body)
4. Kesimpulan. (12 ; h.56)

Pada umumnya formulir yang digunakan da-
lem melskukan penerimaan/pungutan retribusi
peda organisasi pemerintsh berbentuk formulir
yenz sudah dicetak berupa karcis. Formulir ter-
sebut pada dasarnya berupa barang berharga atau
barang kuasi, karenasetiap lembarnya alat re -
tribusi mempunyai nilai nominal. Setiap formu-
lir herus mendapat pengamanan dari kerusakan,
kehilangan, pencurian, pemalsuan dan lainnya,
maka formulir-formulir yang digunakan dalam
pengelolaan dan pengawasan akuntansi penerima-
an antara lain :

1. Dokumen (bukti asli pendukung tiap peneri -

maan usang).

a. Bukti penerimaan uang yeng diberi nomor
urut yang dicetak yang dibuat kssir un -
tuk penerimean uang langsung.
Femberitahuan tentang pelunasan.
Pemberitahuan dari bank tentang pinjaman
/penagihan dari bank dl1.

Data hsrian yang menunjukkan kumpulan atau

ringkassan-ringkasam penerimaan kas.

a. Bukti setor ke bank.

b. Daftar penerimaan kas harian.
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¢. Ringkasan kas register.
d. Proof tapes.
3. Buku Jurnal (books of orginsl entry)
a, Jurnal penerimaan uang.
b. Kombinasi proof sheet dengan jurnal

penerimaan uang. (8 ; h.99-100)

Dalam setiap Sistem Akuntansi yang diguna-
kan dalam mencatat suatu trensaksi yang menjadi
bukti tertulis dengan menggunskan formulir da -
lam organisasi pemerintah akan bermamfaat bagi

pengendalian intern pendapatan.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penerimssan

Agar supaysas terdspat pengawasan akuntansi
terhadap kegiatan-kegiatan dan pencatstan yang
terjadi serts mempermudeh klasifikasi data-
data finansil, meka diperlukan sistem pencats-
tan yang memadai, menurut Kustadi Arinta Sistem
Pencatatan yang digunakan dalam suatu organisg-
si meliputi :

1. Pencatatan harus diselenggarakan sedemikian,
sehingga dapat mengidentifikasikan tujuan
cdan maksud dari dana-dans yang diperoleh dan
dibelanjsekan serta penanggung Jjawab penyim-

panan serta penggunaan dsna-dana itu dideaelam

pelaksenaan program.
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Sistem Akuntensi hendaknya dirancang sede -
mikian agar depat memenuhi ketentuan hukum
Yang berlsku.
Sistem Akuntansi hendsknya dikaitkan dengan
klasifikasi anggaran.
Sistem Akuntansi hendaknya diselenggarakan
sedemikian rups sehingga memudahkan pelsk -
Sanean pemerikssaan oleh pemerikss ekstern
den harus dilengkapi dengan segsls informasi
yang diperlukan buat suatu sgudit yang
efektif.
Sistem Akuntsnsi harus dibangun sedemikisan
rupa agar memungkinkan adanya pengendalian
administratif atas dena-dens dan operasi,
manajemen program audit serta penilaian
inter.
Sistem pencatatan hendaknyas dikembangkan
sedemikian agar dapst menjelsskan hssil -
hasil ekonomis dan finansil atas pengopera-
sian progresm, termasuk pengukuran hasil -
hesilnya, identifikesi biaya den penetapan
besarnya hasil-~hesil pengoperasisn atas pe-

rintah dan program-program serta organisasi

orgenisasi. (9 ; h.17-18)
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Menurut Kutadi Arinta perangkat pencatg-

tan ysng digunakan dalam suatu organisasi pe-
merintah meliputi

1. Perangkat pencatatan utsma terdiri dari;

a. Sebuah buku jurnal (general journal)
untuk semua dans yang ada pada unit
pemerintah yang bersangkutan.

b. Sebuah buku beser (general ledger) untuk
setiap dana yang ada.

C. Beberapa buku pembantu/tambshan sebagai
perincian dari perkirsan yang ada pada
buku besar.

2. Perjurnalan dilakukan sekaligus baik untuk
perkiraan buku besar, maupun untuk perkirg-
sl buku pembantu.

5. Didalam buku besar, perkirean-perkiraan
anggaran, seperti pendapatan yang ditaksir/
estimated, otorisasi/appropriations. harus
dipisahksan dari perkirsan-perkirasn realj-
sasinya.

4. Agsr sistem himpun terlaksana secsra konsisg-
ten, setiap penerimaan/pembayaran.

(9 3 h.33-36)

Sedangkan siatem pencatatan vyang digunakan

oleh suatu orgsnisasi pemerintsh adalah
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1. Buku Kas Umum Daeragh

2. Buku-buku Pembantu;

8. Buku Pembentu ayat Penerimaan
. Buku Kas Pembantu Rutin dan Pembangunan
¢. Buku Pembantu Simpanan Bank. (13 ; h.216-

218)

Setelah pengerjsan sistem pencatatsn sele-
sal sesuai dengsan prosedur, maka sistem pencate~
tan harus melaporkan hasil penerimasan.

Pelgporan merupskan slat bagi suatu bagian da -

lam organisasi untuk mempertanggung jawabkan

tugas-tugas. Laporan harus diserahksan kepada
pimpinan dengan maksud agar pimpinan dapat menge-
tahui sampai seberapa jauh pekerjaan~pekerjaan
sudgh dilaksenskan. Agar laporan dapat berfungsi
dengan baik, Heckert dan Willson menyatakan bah-
wa dalem penyusunan laporsn harus diperhatikan
adanya frisip dassar yaitu :

1. Pertanggung jawsban, yaitu prinsip yang meng-
nendaki bshwa laporan itu harus sesuai dengan
tanggung jawsb masing-masing bagian, yang
ada di organisasi.

2. Perbandingan, ysitu prinsip yeng menghendaki

laporan yeng disusun dibandingkan dengan da-

ta lain agar lebih mempunyai arti.
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3. Ringkas, yaitu prinsip Yang menyatskan bah-
wa laporan untuk bagian yang lebih tinggi
hendaknya lebih ringkas.

4, Komentar, yaitu prinsip bshwa laporan yang
dibuat sebsiknya juga berisi beberapa komen-
tar dari pihak yang menyusun, (14 ; h.549-550)

Sistem laporan yang baik akan beradas di-
delam sustu sistem yang sejalan dengan struktur
organisasi beserta garis-garis pertanggung ja-
waban, sistem laporan yang digunakan dalam
penerimaan uang adalah :

1. Laporsn secara struktural;

a. Laporan periodik/berkala. (bulanan, teri-
wulan dan smesteran)

b, Laporan insidentil

2. Laporan secara fungsional;

a. Laporan periodik/bulanan dari bendahsara
penerima kepada atesan langsung untuk
selanjutnya disampaikan kepada unit kerja

b. Laporan periodik/bulanan dibideng penge-
luaran deslam fungsinys sebegal bendahars
pades satuan kerja

¢. Laporan mengenai seluruh penerimasn dan

pengeluaran melalui kas daersh

d. Laporan unit pengawasan. {13 ; h.330-33%3%)
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Bentuk-bentuk laporan yang digunekan dsalam
sistem akuntansi penerimaan uang organisasi
ialah :
1. Laporan realisasi pendapatan yang dikelo-

la oleh dinas.

2. Lsporan realisssi pendapstan asli daersh.
5. Laporan realisasi pajsk dan retribusi.
4, Laporan pemasukan kas menurut model kas

umum, (13 ; h.321)

Prosedur Penerimsan

Prosedur secara sederhsna dapat diartikan
sebagal tata kerja/cara pengerjeman transaksi
y&ng harus ditaati dalam pelsksanaan setiap
kegiatan. Prosedur yang basik biasanya menca -
pai tujuannys dengan cara yang sederhana, hal
tersebut harus didukung pengendalian intern.

Arus dokumen/formulir pengelolaan retri -
busi dari pengadaan, penerimaan karcis, pene-
rimasan uang, pencatatannys sampai penyetoran-

nya. (pada pembahasan ini skan memakai isti -

lah "Barang" untuk menyebut karcis)

- Begien Penyimpanan Barang
a. Pemesan barang dilekukan sebelum barang
yang sedang digunakan habis, dengan mem-
buat laporan/surat permintaan barang

minimel .....
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minimal rangikap 2 yang dikirimkan ke bagi-
an pengadaan barang.

b, letika barang diterims, bust bukti peneri-
Maannya can barang tersebut disimpan ditem
pat yang aman dari kerusakan atau pencurian,

c. Setisp skhir periode dibuat laporan per -
tenggung jawaban pemakaian barang dan di -
kirimkan ke bagian pengedaen berang bersg-
ma-sams dengan buktinya.

~ Ba_lan Pengadaan Barang

a. Surat permintsan barang yang diterima
diteliti dehulu dan dilihat apakah barang
yang dipesan ada. Jika ada dikirimkan, ji-
ka tidak ada disiapkan secepatnya dan mem-
beriken informasi bahwa barang yang di ~
pesan sedeng dibuat atau disiapkan., Barang
Yang dicetak,

b. Surat pertanggung jawaban yang diterime
dicocokan dengan buktinya. Barang yang
sudeh tidak digunakan'lagi disobek etau
dimusnahkan.

- Baglan Pendistribusian

a. Darang harus didistribusikan kepade setigp

daerah/unit tiap hari.

b. Berang yang diberikan harus sesusi dengan

2turan yang telah ditetapkan.
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¢. Uang yang diterime deri daerah/unit disetor
hari itu juga ke bagian penerimaan.

Begian Penerimaan Uang

a. Ueng diterims dihitung kembali sebelum di -
simpan.

b. Dustken bukti penerimaannya minimal rangkap
2 yoltu untuk bagian yang mengirimkan uang
dan bezgian pencatatan.

C. Setoran uang yang diterima padsa hari itu
juga ke bank atau kas daerah.

Bagian Pencatatan

a. 2ukti penerimaan ueng yang diterima dicatat
pada heri itu juga.

o. Catatan-cstatan dan bukti-buktinya disimpan
dengen baik can rapih.

cenurut pencapst Cecil Gillespie fungsei dar

prosedur penerimaen uang meliputi :

1.

Prhyeical handling; and control;
a. Heceilving.

b, Intern control and sefegusrcing.

c. Depositing.(own messenger or messenger

cervice)
Clerical hancling and control;
a. Orginating the suppoting dats.
b. Recording details of trensection to show;

b.1. When received

i
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b.2. From whom received
b,3%3, Amount received
b.4. For what received (account distribu -

tion)

c. Posting to control and subsidary lager
account. (3 ; h.305)

Dalam melaksenakan sugtu prosedur pene -
rimean tidak terlepas dari sistem pengendalian
intern, hal ini dinystakan oleh J. Brooks-
fleckert-James D. Willson odelah sebsgai beri-
wut
1. All receipt shuold be cdeposited in tact

daily.

2. Responsibility for the hzndling of cesh
chould be clearly defined and definetely
fixed,

Usudlly the function of receiving cash and
¢lsbursing cash should bekeptentirely
separcte,

The actual handling of cash shoulé be en -
tirely separate from the maintensnce of
records, enc the cash hiers should not
heve access to thecse recorcs,

Tellers, agents and field representstive

s.:ould resuired to give receipt, ret:oining

# cduplicate, of cource,
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6. Bank reconcilliations should be made by
those not handling the cash or kKeeping the
records ...,. the summarzing of cash also
may be haldled by a third party.

7. All employees handling cash or records sho-
uld be required to take g periodic vacation,
and some one else should hsanile the job
during such asbsence. Also, at unannounced
times, employees should be shited in jobs
in order to detect or prevent c¢olluszion,
or prevent collusion.

3. All employees hendling cash records should
be acequetely bonded.

9. Machanical and other protective devices
shoulé be used where applicable to give

sudec mesns of check. (14 ; h.367-368)

Alzt-alat Bantu Sistem Penerimsan

Si.tem akunteansi yang beik merupndon sa-
lsh satu alet agar supeys informasi yang di -
ninta oleh menujemen bener can tepet pada sast
qiaunnkan secara bersama-samz, dalem hel ini
sistem gltuatsnsi ticdak terlepoas deri clet-
1=1in sebagal pendukung pencrimnsan organicsasi,

yoitu aloat-slat bantu sicstenm penerimasan beru-

pa
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&, {‘esin tulis.

. lesin nitung.

¢, Mesin-mesin reproduksi.

. Yegin-mesin nengatur dokuren.

e. llegin-rmesin accounting, ¢11 (15 ; h.5)

Retricuci sebszgel sustu sumber Pendapsatan 4211 Daerah

2.2.1. Pengertian Retribusi

Mengawall pembzhesan yang berhubungan
engan judul make perlu terlebih dshiulu dibe-
ri pengertian tentang retribusi, sehingga
dilierapksn urcicn=-ursisn dr-paet terorah podn
sesrrannya.

Retribusi bherssal <ari kata "Eetribution"
vyen,, bersrti pembslasen. Pengertian retribusi
vepet penulle simpulkan setelash menguraikan
pendrp: t-pendupert derl beberspr pengrreng scr-
Le ©ari Undang—undang‘Republik Indonesia no.

12 teaun 1957 tentang persturan umum retribu-

Mr. R. S:ntoso Brotodihsrcjo menulis
tenteng retribusi sebsgai berikut :
" Prda umumnys hubuangan rengan prestosl selan~
.utnya eaglsh lengsunyg, pembezyarsn  tercebut

menengg dltuuvesn semsla-msts oleh gipembeyar

anbtuix mencdrpatican sustu prectnosi

centu.” (16 ;3 0.10)
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Berkenan dengan retribusi ini pula M. Manu -

llang menulis sebagsi berikut :

" Retribusi daerah adalsh penerimasn/pungutan
dserah sebagai pembayaran pemakaian atau
karenes memperoleh jass pekerjsan, usaha
atau milik daerah bagi yang berkepentingan,
atau karena jasa yang diberikan oleh dasersh
baik langsung maupun tidak langsung."

(17 ; h.80)

Dalam Undeng-undang Republik Indonesis
nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah pasal 2 ayat (1) dinyatakan
sebagali berikut :

" Retribusi adaleh penerimsan/punguten daersh
sebagal pembayaran pemakaian atau karena
memperoleh jasa, pekerjaan, usahs astsu milik
cdaerah bagi yang berkepentingan atau karensa
jasa yang diberikan oleh daerah.™ (18 ; h.96)

Darl uralan-uraian tentang pengertian retribu-

8l daerash dapatlan penulis simpulkan penger -

tian retribusi daersh, yaitu pembaysran/pene -

riasan/pungutan oleh daerah dari yang berkepen-
tingen stau sipembayar untuk memperoleh jasa,
pekerjaan atau milik dsersh atau untuk mempe -~
roleh pretasi kemball tertentu yasng langsung

dari deerah.
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2.3.2. Jenis-Jenis Retribusi

Dalam Undeng-Undeng Republik Indonesia
no.12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Dzerah pasal 7 dinyatakan :

" Lapangean retribusi daerah ialah seluruh
lapangan penerimaan/pemungutan yang disda-
kan untuk keuangan daerah. Sebagalmana yang
cikatakan oleh Drs. B. Usman dan K. 3Subroto
SE, bahwa jenis-jenis retribusi yang dipu -
ngut/diterime éi daersh-dserah Kebupaten
dan Kotemadya adalah ¢

Uang leges.

Bea jalan/jembatan.

Bea pangkalan.

Res penambangan.

Bea pemeriksaan pembantaian.

Uang sews tanah/pembezngunan.

Uang atas pemakaian tanah.

Uang bea penguburan.

Uang; sepundan/ijin bangunan.

Retribusl pengerukan kskus.

Retribusi pemberian ijin perusshean,

perindructrisn kecil.

12. Retribusi pelelanyan ixan.

13. Uang pengujlan kend:rzan bermotor.

14, Hetribusi jembstan timbang.

15. Retrinusi station bis, taxi van sebagainya.

10. Retribusi belei pengob:ztan.

17. Retribusi tempat rekressi.

18. Retribusi reklame.

19. Retribusi pasar.

¢U. Retribusi vesznggrshean.

¢1. Retribusi ates pengeluaran hasil perts -
nian, hutan cdan lzsut.

22, Hegribusi pemerikssan susu. (19 ; h.14-

15

L
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Selzanjutnya Drs. The Liang Gie menulis

macam-macam retribusi
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Hetribusi banpunan,

Izin perusshsan.

Retribusi pasar.

Retribusi geaung dan tanah.
netribusi penguburan.

Retribusi pelataran.parkir dan station bis.
Retribtusi pemandian.

Ketribusi pemeriksaan air =usu.
Retribusi pensambangen.
ketiribusi pemotongan hewan,
Fetribusi rumash sgkit.

Uang leges stau warkat.

Uang tol. (20 ; h.70)

.

WA wa QW R -JMJTI-W R =
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Jenis Pendapatan Asli Daerah

Definisi pendspatan masih merupakan persoca-
lan bagl para shll skuntansi, ksrena mereks men-
punysi pensfsiran yang berbede sesual dengan
alirannya. Beberspa ahli akuntzansi mengkaitkan
definisi pendgpatan dengan nilai tertentu dan
kaidsh-ksgidsh ysng implisit mengenal pendapatan.
Hal ini sesugl dengan dikemuknkan oleh Petton
and Littleto adzlsh ¢
" Revenue muorupskan Product of Hnterprise, yaltu

merupekan penciptaan bsrang dan jasa oleh
orgenisesi dalam suatu perlode tertentu."
(21 5 h.1%4)

Sedangkan yang dimsksud dengan jenis penda-
psten caersh yang benar-bener diperoleh asli
deri deersh, menurut Undeig-Undsng no. 5 tahun
1957 tentsns Poxok-pokok Pemerintsahan Daersh

terutama yang tercantum dslem passl 55 sdelah
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A. Pendapatan Asli Daserah Otonom sendiri, terdiri

dari :

1. Hasil psjak daersh.

2. Hasil retribusi dsersh.
5. Hesil perusahssn daseran.

4. Lein-lain usaha daerah.
B. Pendapatsan berssal dsri pemberian pemerintagh

pusat, terdiri dari

1. Sumbangan dari pemerintash pusat,

2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan

Undang-undang.

C. Lein-lain pendapatan Yang sah. (20 ; h.202)
Golongan ini adalsh pendapatan daerah Yang bera-
sal dari sumber lain dari pada yang disebut poin
A dsn B diatas, misalnya sumbangan pihak ketiga

kepada dserah,

—— e o 1 .

2.4.1. Pengertien Pengendalian Intern
Pada mulanya Pengendalian Intern huanysa

menpunyai arti tertentu yakni sebagai Internal
Check yang hanya merupakan mekanisme seling uji
antara petugas yang berads mengenal kebenaran
angka pembukuan yang menghsasilkan jumlsah yang
sama. Hal ini ferlihat pads definisi yang dike-
muxakan oleh AICPA (American Institute of Certi-

fiecblic Accountant) pada tehun 193%1 sebagai

berikut
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" .... an accounting devise where by a proof
cf the accuracy of figures can be abtained
though the expedient of having different
persons arrived independently at the same

result.d {3 ; h.187)

Perkembarngan pendapat mengenai pengenda-
lian intern sampai pada tahun 1948, CAP
(Committee on Auditing Procedures) mengemuka-
kan definisi mengenai Pengendalian Intern
sebagal berikut :

" Internsl control comprises the plan of
organizstion and all of the coordinate
methods and measures adopted within a
business to safequard its assets, check
the accuracy and religbility of its
accounting data, promote operetional
efficiency, and encourage adherence to
prescribed managerial policies."

(3 ; h.188)

Sedangkan menurut Hadori Yunus tentang pengen-

dalian intern adslah :

" Segala rencana dan peralstan yang ada di
dalem suatu organisasi untuk menguasai
harts kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan kebensran pencatatan data
akuntansi, dapat meningkatkan effisiensi

kerja ...
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«erja dan membantu manajemen dalam mengambil
keputusan serta menjaga kebijaksanaan itu
tidek diselewengkan." (15 ; h.9)

Perkembangan lebih lanjut dari pengertian
pengendal&an intern memberikan arti yang lebih
lues, yskni mencekup dua pengendalian yaitu
Pengendalian Akuntansi (Accounting Control)
dan Pengendalian Administratit (Administrative
Control), dimana :

a. Pengawasan accounting meliputi rencans
organisasi den semua cara dan prosedur
yang terutema menyangkut dan berhubungan
langsung dengan pengamanan harta milik
dan dapat dipercaya catatan keusngan.
Pada umumnya pengawasan accounting me-
liputi sistem pemberian wewenang dan
sistem persetujuan pemisshen antara
tugas operasional atau tugas yang
verhubungan dengan penyimpangan harts
Kekayaan dan tugss pencatatan pengawasan
phisik atas kekayaan dan pengawasan
intern.

b. Pengawasan administratif meliputi rencana
organisasi dan semua cares dan prosedur
yan,, terutama menyangkut effisiensi

ussha ...,
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useha dan ketaatan terhadap kebijakssnaan
Pimpinan orgsnisasi dan pads umumnysa tidak
len,sung berhubungan dengan catatan-
cateten keuesngan. Yang termasuk dalam
pengawesan ini pade umumnya adalash analisa
statistik, time and motion study, laporan-
laporan kegistan, program latihan pegawsi

dan pengawasan mutu (14° ; h.23%)

Pentingnya Pengendalian Pendspsatan

Dari definisi diatas telah disinggung
bshwa pendapatan selain deri kegiatan pokok
organisasi juga pendspatan diluar organisasi
tetnpl menyadari tidak semua peningkatsn
Jumlan gktivs atau penurunan kewsjiban ada-
lah pendapatan mska Prinsip Akuntansi
Indonesie memberikan pengecualian-pengecua-
lizan.
Pada hakiki pentingnys suatu pengenda-~
lian pendapaten sdalah untuk
1. Keamanan harta kekayasn organisssi, baik
deri pemborosan atsu penyelewengan dise-
ngs=ja maupun tidak disengaja.

2. Depet dipercaysinys data akuntansi.

5. Peningketen effisiensi ussha serta keta-

atsn pada kebijeksenaszn pimpinan.
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Untuk mencapai tujuan tersebut Alvin A
Arens dan James K Loebbecke menystakan perlu
edanys unsur-unsur yang memacai agar terlaksana
suatu pengendslian pendaspatan, unsur-unsur ter-
sebut dalah‘:
a. Competent, trust worthy personal with clear
lines of outhority and responsibility.
b. Adequate segregetion of duties.
c. Proper procedures for authorization.
¢. Avcuate documents and records.
€. Physical control over assets records.
. Incefendent checks on performance.
(existence of a system for independent

verfication) ( 22 ; h.217)

2.5, Peranan 3istem Akuntansi Penerimaan Retribusi dalam

meningkatkan Pengendalisn Intern Pendapatan As]li

Daersh

Sebagal yang telah disebutkan diastas bahwe salah
se&tu suiber keuangan daersh sdslsh retribusi dzerah,
retribusi ini yeng pengelolsaan selsin oleh Dipenda
Juge oleun dinas-dinas/instansi-instensi lain.

Retribusi daerah hanys dspat diterima/dipungut sede-

mikian rups sehingga diperocleh keuntungan yang layak

bagl deersh sesusi dengan pemakaisn atas pekerjaan,

usaha dan milik deersh/jesa yang diberikan daerah.
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2. Suatu sistem otorisasi dan prosedur pencstatnan
yang, tepet untuk memungkinksn accounting control

yang memadal terhadap pendaputan.

N

. Praktei yens sehat diikuti dalam pelskseanaan
tugas c¢an fungsi deri setiap bagian organisasi
dan,

4. Kualitas pegewal ysng cocok den, sn tanggung jawab,

(8 ; h.8)




BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Pchelitian

3.1.1.

Kepiatan Operasional Unit Penerimaan Retribusi

Dipends

Dilihat dari historis, Dipenda merupasakan

suetu organisasi pemerintah dalam usaha
meningkatkan pelayanan masyarakat dan mening ~
katken pendapatan daerah perlu dikembangkan
sejalan deagan lajunya pembangunan dalam ussaha
meningkatkan dan meratakan pendapatan perkapi-
ta penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor,
maeka berdasarkan PERDA Kabupaten Daerah Ting -
kat II Bogor nomor X/Ps.012/DPRD/XII/ tahun
1978, tentang Pembentukan Dinas Pendapatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan adanya ketentusn Pemerintah Daerah
Kabupaten Tingkat II Bogor dalam usaha penge -
lolean retribusi yang dikelola oleh Dipenda
telah menetapkan peraturan daerah adslah :

1. Peraturan Dserah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor XIV/Pc.017.3/DPRD/X/  tahun

1977 tenteng retribusi penerimegan/ pemungut
Hasil Alam den Jalan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat
II Bogor nomor 2 tahun 1972 Jo Peraturan
Daersh nomor 32 tahun 1977 tentang retribu-
si Terminal.

3. Peraturan....
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 2 tghun 1977 Jo Peraturan
Daerah nomor 32 tshun 1977 tentang retri-
busi Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Bogor nomor 15 tghun 1975 Jo Persaturan
Daerah nomor 12 tahun 1979 tentang Uang
Leges.

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat
IT Bogor nomor 4 tahun 1974 Jo Peraturan
Daerah nomor 14 tshun 1982 tentang Uang
Dispensasi Jalan.

Peraturan Daersh Kabupaten Daersh Tingkat
I1 Bogor nomor 12 tghun 1975 Jo Peraturan
Deereh nomor 17 tahun 1977 tentang Uang
Sepandan/Ijin Bangunan,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 25 tahun 1976 Jo Peraturan
Daerah nomor 15 tahun 1982 tentang Uang
atas Pemakaian Tanah Kuburan.

Peraturen Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 3 tghun 1974 Jo Peraturan
Daerah nomor 13 tahun 1978 tentang Penda-
patan Rumsh Sakit.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 5 taghun 1978 (dilsksanskan
secara bertahap dengan keputusan Bupati
Kepals Daerah nomor 9% tshun 1979) ten -~
tang retribusi Pasar.

Pereturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 4 tshun 1972 Jo Peraturan

Daerah nomor 31 tahun 1977 tentang retri-
busi KTP dan BBN Hewan,

Peraturan Daeragh Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Bogor nomor 1 teghun 1871 Jo Peraturen
Daerah nomor 10 tshun 1978 tentang retri-
busi Ijin Usaha Angkutan Kendarsan Bermo-
tor.

Perturan Daerah rabupsaten Daerah Tingkat
II Bogor nomor 3 tahun 1974 Jo Peraturan
Daerah nomor 13 tahun 1978 tentang Pendsa-
petan Balai Pengobstan Umum,
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Demikian peraturan-peraturan daserah yang menga-
tur tentang penerimaan/pemungutan retribusi di
Lebupaten Daerah Tingkét II Togjor. Pensgtaesn Pe-
leksonaan selznjutnya masing-masing PERDA terse
but diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Ke -
pala Daerah Tingkat I atau Surat Keputusan Bu -
peti Kepala Daerah Tingkat II.

Menurut peraturaen daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor nomor 10 tahun 1978 dinyataken
behwa : Dinas Pendapatan Daerah menpunyai kedu-
dukan sebagal unsur pelsksana Pemerintah Daersgh
Tingkat II. Dinas Pendapatan Daersh dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daersh
yang merupakan pembantu dan bertanggung jawab
lengsung kepada Bupati Kepala Daerash, dengan
tugas melaksanakan segsla ussha dan kegiatan
atau penerimasan guna memasukan keuangan ke Kas
Daerah.

Dalam mengurus dan melaksanakan pemungutan
sumber~-sumber pendapatan daersh yang ada dise-
torkan, maka khususnya sumber pendapatan dari
sextor retribusi, Kepala Dinas dibantu oleh

seorang Kepala Seksl dan Kepsala Sekei dibantu

pula oleh Kepala Unit/Danpos yang merupakan

unsur pelakksana dan bertanggung jawab kepada

Kepzla Seksi dan Kepala Dinas.
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Secara garis besar pelsksanasan penerimaan

/pemungutan retribusi di Dipends Kabupaten

Daerah Tingkat II Bogor adsalah sebagal berikut:

1.

Menetspkan jadwal penerimaan/pemungutan
karena objek retribusi itu banyak seka-
1li dan wilayshnya luas maka dalam melak
sanakan pemungutan/penerimaan retribusi
daersh ini telsh ditetapkan jadwal se -
cara teratur, yang mana skan dilaksa -
nakan setiap hari untuk setigp petugas
den dilaksanakan untuk setiap jenis
atau objek retribusi.

Melakukan operasi penerimaan/pemungutan
sesual dengan jadwal yang telah ditetap
kan dan dilskukan oleh petugas Kantor
Dinas Pendapatan Daersh, dimana masing
masing Unit pelsksanaan Wilayah yang
sudah dibagi oleh Kantor Dinas Pusat.
Untuk meningkatkan dan menysdarkan paras
wajib bayar, sebelum atau melaksanakan
penerimaan/pemunguten atau penarikan
retribusi tersebut, mska bils mana di -
perlukan para petugas terlebih dahulu
memberiken penerangan atau penjelsasan

kepada para wajib bayar retribusi

tersebut.
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4. Agar menjaga penerimaan/pemungutan

tersebut dapat dilaksanakan secaras
intensif serta menjaga jangan sampai
terjadi kebocoran yang dilakukan oleh
para petugas baik dengan sengaja atau-~
pun tidak dengan sengsja maupun dari
wajib bayar retribusi, maka Kentor Di-
nas Pendepatan Daerah, mengadakan penga-
wasan dan kontrol langsung ke lapangan
disetiap Unit dengan wilsyahnys masing
masing dalam satu bulan sekali.

Dalam teknis pelaksansan untuk memudahkan
dealam penerikan atau penerimaan/pemungutsasn re-
tribusi dengan menggunakan karcis. Untuk lebih
mengintensifikasikan penerimasn/pemungutan re-
tribusi agar diperoleh hasil yang meksimum
Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bo. or menga-
daken Kerja sama dengan dines-dinas atau ins -
tansi lain.

Dinas-dinsgs/Instansi yang menangeni pene-
rimaan/pemungutan retribusi daerah di Wilayah
Kabupaten Daerash Tingkat II Bogor sdalgh :

1. Dipenda Kabupaten Deerah Tingkat II

Bo;;or, mensnganl 4 macam retribusi
yeng pelakssnasnnya dikoordinir oleh
seorang Kepsala Seksi Retribusi yaitu

Retribusi Uang Pangkalan Parkir,
pengujian....
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pengujian K T B, Statsiun Bus dan Taxi/
TPR dan Hasil Alam/Dispensasi Jalan.
Untuk memudahkan pelaksanaan penerimaan
/pemungutan dan juga pengawasannya selu-
ruh wilayah penerimaan/pemungutan retri-
busi di Kabupaten Daerah Tingkat II
Bo or yang ditangani oleh Dipenda Kabu-~
paten Daerah Tingkat II Bogor dibagi
menjadi 6 Wilayeh dan 21 Unit.

Dinas Pekerjaan Umum Daerah, menangani
dan mengadakan penerimaan/pemungutan
retribusi Uang Sepandan dan/Ijin Bangu-
nan, Dispensasi Jalan, Uang Leges dan
Kebersihan,

Dinas Kesehatan Daergh, menangsni Penda-
patan Rumah Sgkit, Pendapatan Baleai Pe-
ngobatan Umum,

Sub Dit.Pembngunan, menangani dan mene-

rima dari Ijin Bangunan ( I M B ).

Sub Dit.Perekonomian, menangani dan pe-
nerimaen retribusi i1jin tempat usshsa,
ijin Pemakeian Kios.

Sub Dit.Kepariwisatasn, menangani dan
menerima dari 1jin Usahse Kepariwisataan,

Biaya masuk objek wisats, ijin Bungalow.




49
Disamping dinas-dinsas/instansi-instansi
yang berkaitan langsung dengen penerimasan/pemu-
ngutan retribusi badan/dinas/lembaga dibawah
inil jugs erat keaitannya dengan masalah pengelo-
lgan retribusi :

1. Bank Pembangunan Deersh, bertindak seba-

gal pemegang Kas Daerah. Penyetoran ha-
sil penerimaan/pemungutan retribusi di-
lakukan setisp hari ke Bank Pembangunan
Dsergh.

2. Irwilkeb, adalah salah satu bagien di
Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II yang
ditugaskan khusus untuk melakukan peme-
riksaan secara intern dan ekstern di da-
lam Kantor tersebut dan melakukan pemerik
saan terhaedsp Bendsharawan dari Dipenda.

3. Bagian Keusngan, sdalah salah satu ba -

gian dalam sekretariat wilaysh/daerah
di lingkungan pemerintahan daergh Kabu-
paten Daereh Tingkat II Bogor.
Sebagal unsur pelsksana dari dinas pendas -
patan daerah adslsh unit retribusi, yaitu seba-
gal pelaksana pada daersh-dserash/wilayah  yang

dipakai oleh seorang Kepala Unit/Danpos.

Diwilaysh Kebupaten Daerah Tingkat II Bo or ter-

dupat & Wilayeh diantaranya :
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1, Kew. ¢ 1 a w i

a. C1omasas

b. Pasir Euirh

c. Sindang Barang
d. Chek Point

e. Caringin

. Pagentongan

2. Kew, Lewiliang

a. Cikoleang
b. Warung Borong
¢. Mslahpar

Kew. Parung

a. Gn. Sindur I
b. Gn. Sindur II
c. Ciseeng I

éd. Ciseeng II

e. Semplak

. Kew., Jonggol

g. Jonggol
b. Cileungsi
¢. Limus Nunggal

Kew. Cibinong

a. Citeureup
b. Gunung Putri

¢. Kedung-Halang

6., Kew. Jasinga

&. Psrungpanjang
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Unit/Wilaysh tersebut berada dibawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribu-
si. Dalam melaksenakan operasionalnya, dinas
dan unit mempunyai karyawan sebanyak 299 orang
terdiri deri :

1. Seksi retribusi dan pendapatan lain

164 orang

2. Seksi Ipeda 49 orang

5. Seksi Pajak 30 orang

4. Seksi Perencangan, Pengawasan dan

Litbang 13 orang
5. Seksi Dinas Pendapatan Kotif Depok
7 orang

Objek penerimaan/pemungutan Dipenda adalsh
Retribusi Angkutan Hasil Alsm dan Ijin Dispen -
sasl Jalan, Uang Pangkalan Parkir, Stasiun Bus
dan Taxi/TPR, dan Pengujian K T B (Kendarsan
Tidsk Bermotor), sedangkan Subjeknya adalah
kegiatan psra pengusaha/pemakal jasa yang seca-
ra langsung dan teratur melakukan ussha di Ka -
bupaten Bo,or.

Tarif Retribusi ditentukan berdasarkan pe-
raturan daserah nomor X/Ps.012/DPRD/XII/78 ten ~
tang pendapatan retribusi deerah yang dibagi
dalam katagori kendaraan;

1. Untuk Hasil Alam
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a. Tarif kendarasan begar Rp. 2.500,-
b. Tarif kendaraan sedang Rp. 1.500, -
¢. Tarif kendarean kecil Rp. 1.000, -
2. Untuk Dispensasi Jalan :
&. Tarif kendarsan besap Rp. 1.500,-
b. Tarif kendaraan sedang Rp. 1.000, -
¢. Tarif kendaraan keci] Rp. 500, -
3. Untuk T P R :
a. Tarif kendaraan non bis Rp. 50, -
b. Tarif kendaraan bis . Rp.150, -
4. Untuk Parkir :
8. Turif kendaraasn rodsg empat
Rp.200 ,-
b. Tarif kendaraan rods dua
Rp, 100 ,-
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian
bimbingen, pembinaan, pemberian perijinan
sesual dengan kebijaksanaan Yang ditetap-
kan oleh Bupati Kepala Daerash sesuai dengan
peraturan-peraturan Undang~Undang yang
verlaku,

<. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya

dan berdasarkan persturan undang-undang

yang berlaku.
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Pengamanan dan pengendalien teknis atas pe-
leksanaan tugas pokoknya sesuai dengan ke -
bijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Ke-
pala Deerah dan berdasarkan peraturan Per -
undang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Dinas adalsh melaksanakan

sebagian urusan rumsh tangga Daersh berdasarkan

penyerashan hak dalam rengka otonomi Daerah di

bidangPendapatan dan melaksanakan tugas pemban-

tuannya. Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok

dibentuk dengan peraturan dserah dengan :

1.

Gubernur Kepala Daersh sdalsh Gubernur Kepa-
la Deersh Tingkat I Jawa Barat.

Dines Tingkat I adalsh Dinas Pendapatan Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Pemerintah Daersh zdalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bo_or.

Bupetl adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
ITI Bogor.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
Pendapatan adalah pendapatan Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Bogor.

Unit Pelaksana adaleh unsur penunjang dari
sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fung-

sl teknis.
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Struktur Organisasi Unit Penerimaan Retribusi

Dipende. (PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II

Bogor nomor XI/Ps.012/DPRD/XII/1978)

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah ter -
diri dari unsur-unsur :
a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas
b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata
Usaha
c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi dan Unit Pelak-

sana Teknis

Adepun Struktur dan Susunan Organisasi Dinas
terdiri dari :
a. Kepals Dinas
b. Sub Bagian Tata Ussha terdiri dari :
b.1. Urusan Umum
b.2. Urusan Kepegsgwaian
b.3. Urusan Perslatan dan Perbekalan
b.4. Urusan Keusngan
c. Seksl Pejak yang terdiri dari :
c.1. Sudb Seksi Pendataan dan Penagihan
¢.2. Sub Seksi Penetapan dan Sengketa Pajak
c.5. Sub Seksl Tata Usaha Piutang Pajak

d. Seksl Retribusi yang terdiri dari :

d.1. Sub Seksi Pendataan dan Penagihan

d.2. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan
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d.?., Sub Seksi Pembukuan
e. Seksi Juran Pembangunan Daersh terdiri dari:
e.1. Sub Seksi Pendataan dan Penagihan
e.’. Sub'Seksi Tata Usgha, Piutang Iuran
Pembangunan Daerah
f. Seksi Pendatgan Lain-lain yang terdiri dari:
f.1. Sub Seksi Perhitungan Penerimsan
f.2. Sub Seksl Tata Usaha
g. Seksi Perencanaan, Pengawansan, Penelitian
dan Pengembangan terdirl dari :
g.1. Sub Seksi Perencansan
g.2. Sub Seksi Pengawasan
£+3. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan
Teknis Administrasi

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adspun tugsas komponen-komponen Dinas adalah :
A. Kepala Dinas mempunyal tugses :

a. Membantu Bupati didalam melaksanskan
tugasnya di bidang Pendatean dalam Peren-
canaan dan Perumusan kebiljeksanaan Umum,

b. Memimpin, mengkoordinasikan dsn mengenda-
likan susunan kegistan Dinas.

c. Memberikan informasi mengenai situasi
pendapatan, saran dan pertimbangan kepada

Bupati dan kepada Kepala Dinas Tingkat I

melalui....
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melalui Bupati sebagai bshen untuk menen-
tukan kebijsksanaan atau membuat keputusan.

d. Mempersisapkan bahan bagi penetapan bidang
Kepegawaian berdasarkan peraturan perun-
deng~-undangan yang berlaku.

e. Mempertanggung jeswabkan tugas Dinss seca-
ra teknis Operasional kepada Bupeti dan
secara teknis fungsional kepadsa Kepala
Dinas Tingkat I melalui Bupati.

f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan
instansi baik Pemerintah maupun Swasts
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya
dibawah koordinasi Bupati.

g. Membuat progrem kerja dalam rangka melak-
sanakan tugasnya.

h. Memelihara terus menerus kemampuan ber -
prétasi para pegawel dalam lingkungan

Dinasnya.

i. Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan
formasi daftar penilaian pelaksanaan ker-
ja (Conduite Staat) dan daftar urut ke -
pangkatan pegawal bawashannya sesuail
dengan peraturen perundang-undangan yang
berlaku,

j. Mempersiapksan dan menyusun daftar pegawai

yeng .....
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yang akan dididik didelam maupun diluar

Negeri untuk disampaikan kepada Bupati.
B. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas dalem memimpin dan menye -

lenggarakan kegiatan~kegiastan delam hal :

a. Memimpin dan menyelenggarszkan kegiatan
dalam bidang Administrasi.

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman
serta petunjuk tatslaksana Administra-
si Umum.

¢. Mempersiapkan dan menyusun rencana
anggsran menurut bidang tugasnya,

d. Menyelenggarakan Administrasi dalam
arti mengolah dan membimbing kegiatan
ketata usahaan, kepegawaien, mengolah
keuangan serta peralatan dilingkungan
Dineas,

e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi
dan tatalaksana dalam erti membina
dan memelihara seluruh kegiatan kelem-
bagean dan ketatalaksanasan di lingku -
ngan Dinas serta Pengembangannya.

f'. Menyelenggarakan pengurusan Rumah

tangga Dinas.
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¥. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputu-
san, ysng berhubungan dengan bidang tu -
gasnya.
h. Memberikan, cara dan/atau pertimbangan

kepada Kepsla Dinas mengenei hal-hal

yang ada ndbungannya dengan masalah hukum
yang timbul akibat pelaksansan tugss
Dinas.

i. Mengumpulkan dan mengolah bshan/informasi
dibidang administrasi serta mengajukan
pemecanean masaleh dan pertimbangennya ke-
pada Kepala Dinass untuk dijadikan pegangan
dalam meleaksanakan sesuatu kebijaksanaan.

J+. Mengusshakan terciptanya tertib adminis -
tresi, tertib organisasi dan tertib hukum
bagi seluruh satuan orgsnisasi Dinas.

k., Meleksenekan tugas-tugas lsin yang diberi-
kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bi -
dang tugasnya.

Delam melakseanakan tugas-tugas tersebut diatas
Sub Bugian Tata Usaha dibantu oleh

a. Kepala Urusan Umum

b. Kepela Urusan Kepegawsaian

¢. Urusan Peralstan dan Perbekalan

d. Urusan Keusasngan
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C. Seksil Pajak mempunyai tugas memb-ntu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di

dalam memimpin dan menyelenggarakan kegia-

tan-kegiatan dalam hal :

a. Mengumpulkan data tentang sumber-sumber
pendapatan Daerah yang berasal dari
penerimaan/pungutan pajak.

b. Mengindentifikasikan dan menganalisa
data untuk penyusunan rencana dal am
rangka peningkatkan daya guna dan ber -
mamfaat sumber-sumber pendapatan Daersh
dibideng perpajakan.

¢. Mencatat naman-nama dan alamat para
wajib pajak pada buku register, membuat
/menyusun daftar objek dan subjek pajak
serta menyelenggarakan pekerjaan peneta-~
pan pajak/kohir pajak yang meliputi
penempelan segi-segi pembayarannya.

d. Menyelenggsarskan pekerjaan perhitungan
dan pemeriksaan perhitungan/ penetapan
pajak.

e. Menyusun rumusan-rumusan penyelesaian
sengketa atas keberatan wajib pajek

f. Membuat daftar tunggakan den pembayaran

pejak sesual dengan ketentuan-ketentuan

Surat...‘.
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Surat Ketetapan Pajsk (SKP) yang diterima
dari Bendgharawan penerima.
g. Menyusun/membuat daftar/buku hasil bersih
(produksi) dari psjak-pajak yang bersangkut-
an sebagal bahan/data yang diperlukan oleh
Seksi-seksi lainnya dilingkungan Dlnas.
h. Membuat dan mengawasl peraturan pembayaran
atas tunggakan-tunggakan pajak.
i. Melsksangkan tindakan penagihan sesuail dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j+« Menyelenggarakan pengurusan tata ussha
dalam lingkungan Seksi Pajak.
k. Melaksanskan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesusi dengan bidang tugasnya,
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi
Pajsk cibantu oleh :
a. Sub Seksi Pendataan dan Penagihan
b. Sub Seksi Penetapan dan Sengketa Pajak
¢c. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak
D. Seksi Retribusi mempunyei tugas membantu dan
bertanggung Jjawab kepada Kepsla Dinas didalam
memimpin dan menyelenggerakan kegiatan dal am
hal :
a. Mengumpulkan data tentang sumber-sumber

pendapstan Daersh yang berassl dari penerimsa

/pungutan retribusi.
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Mengindentifikasikan dan menganalisa data
untuk menyusun rencana dalam rangks pe-
ningkatkan daya guna dan bermamfaat sum-
ber-sumber pendapatan daergh dibidang
penerimaan/pungutan retribusi.
Mencatat nama-nama, alamat wajib bayar
pada buku register, serta membust/menyu-~
sun daftar objek dan subjek penerimasn /
pungutan retribusi.
Mencatat nama-nama dan alamat-glamat
Dinas-dinas yang bersangkutan sebagai
sumber penerimaan/pungutan daerah dibi -
dang retribusi.
Menyelenggarakan perhitungan dan pemerik-
saan perhitungan, penetapan penerimaan /
pungutsn serta membuat usul/rencana pe -
netapan penerimaan/pungutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyelenggarekan pengawasan terhadap
penyediaan karcis-karcis (sebagai tanda
bukti lunas pajak) dan menyerahkan kepa-
da para wajib bayar.
Mengadskan kerja sama dengan dinas-~dinas

lain yang bersangkutan dalam melakukan

penertiban penerimsan/pungutan retribusi.
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h. Menyusun/membuat daftar/buku hasil bersih
(produksi) dari penerimaan/pungutan re -
tribusi sebsgai bshan/data yang diperlu -
“an oleh Seksi-seksi lsinnya dilingkungan
Dinas.

i. Membuat dan mengawasi persturan pembaya -
ran ates tunggakan retribusi.

J. Melakukan tindaeken penagihan sesuai
dengan peraturan perundang-undangsan yang
berlaku,.

K. Menyelenggarakan pengurusan Tata Usaha
dalam lingkungan Seksi Retribusi,

1. Menyelenggarakan tugas lain yaeng diberi-
kan oleh Kepals Dinas sesuai dengan bi -~
dangnya.

Dalem melaksanakan tugas tersebut, Seksi

Retribusi dibantu oleh 3

a. Sub Seksi Pendataan dan Penagihan

b. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan

c. Sub Seksi Pembukuan

Seksi Juran Pembangunan Daerah/PBB mempunyai

tugas membantu dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas dalam hal :

a. Mengumpulkan data tentang sumber-sumber

pendapatan dserah yang berasal dari pene-

rimaan/pungutan Iuran Pembangunan Daerah.
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b. Mengindentifikasikan dan mengsanslisa

data untuk penyusunan rencana dalam
rangka peningkatan days guna dan mamfast
sumber-sumber pendapatan daerah Iuran
Pembangunan Daerah.

c. Mencetat nama-nama dan alamat pera wajib
pajak pada buku register membuat/menyu -~
sun daftar objek dan subjek pajak sertsa
menyelenggarskan pekerjaan penetapan
pajak.

d. Menyelenggarakan pekerjesan perhitungan
dan memeriksa perhitungan/ penetapan pa-
jak Iuran Pembangunan Daerah.

e. Membuat daftar tunggakan dan pembsyaran
pajak sesuail dengan tembusan - tembusan
surat-surat Ketatapan Pajak (SKP) yang
diterima dari Bendaharawan Penerima.

f. Menyusun/membuat dartar/buku hasil ber -
sih (produksi) sebagsi bahan/data  yang
diperlukan oleh seksi-seksi lainnya dalam
lingkungan dinags.

g. Menyelenggarskan pemeriksaan setempat
untuk memdapatkan data yang selengkap -
lengkapnya guna penetapan pajak yang
sebaik-baiknye dan mencegah penghindaran

dari para wajib pejek terhsdap penetapan

pajak.
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h. Meneliti dan mencetat hasil pemeriksaan
setempat serta menyampaikan hasilnya ke~
pada Kepala Dinas sebagal dasar pengena~
an pajak.

i. Menyelenggarakan pekerjaan kohir pajak
yang meliputi penempelan segi-segl pem -
bayeran.

J. Membuat dan mengawasi peraturan pembaya-
ran dan tunggekan-tunggakan pajak Iuran
Pembangunan Daerah

k. Melskukan tindakan-tindakan penagihan
sesuai dengen peraturan-peratursan perun-
dang-undangan yang berlaku.,

1. Menyiapkan/menyusun laporsn realisasi
penerimasan Iuran Pembangunan Dserash.

m. Menyelenggarskan pengurusan tata usaha
dalam lingkungan seksi Iuran Pembangunan
Deerah,.

n. Menyelenggarakan akan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuail dengan
bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas,

Kepala Seksi Iuran Pembangunan Daerah diban-

tu oleh

a. Sub Seksi Pendataan dan Pensgihan

b. Sub Seksi Pelaporan

c. Sub Seksi Tata Ussha Piutang Ipeds
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F, Seksl Pendapatan Lain-lain mempunysi tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada Kepa-

la Dings di dalam memimpin dan menyelengga-

\

rakan kegiatan dalam hal :

a. Mengumpulkan tentang data sumber- sumber
pendapaten daerah lainnya diluar peneri-~
maan/pungutan pasjek, retribusi dan pene-

rimaan Iursesn Pembangunan Daerah.

b. Mengindentifikasiksan dan menganalisa
data untuk penyusunan rencans dalam rang-
ka peningkatan daya guna dan mamfaat
sumber-~sumber pendapatan daersh lainnya
dilusar penerimesn/pungutan psjak retri -
busi dan iuran pembangunan daersh.

¢. Mencatat nama-nama dan alamast wajib bayar
pada buku register serta membuaet/menyusun
daftar objek dan subjek penerimsan/pungu-
tan pendapatan dsergh lainnys dilusr pa -
jak daerah dan Iuran Pembangunan Dgerah,

d. Mencatat nama-nama dan alamat dinas-di -
nas yang bersangkutan sebagail sumber pe-
nerimaan/pungutan pendapatan daersh lain
diluar Pajak, Retribusi Dgerah dan Iuran
Pembangunan Daergh.

e. Menyelenggarakan pekerjaan perhitungan

dan pemeriksesan perhitungan penetspan

penerimasan.....
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penerimaan/pungutan serta membuat  usul
/rencana penetapan penerimaan berdasar -
kan peraturan perundang-undsangan yang
berlaku.

Mengadekan kerja sama dengan dinas-dinas
lain yang berssngkutan dengan meleksana~
kan penertiban penerimaan/pungutan,
Menyusun/membuat daftar/buku hasil ber -
sih (produksi) dan penerimaan/pungutan
pendapatan daersh sebagai behan/data yang
diperlukan oleh seksi-seksi lainnya 41 -
lingkungan dinss.

Membuat daftar tunggakan pembayaran pe -
nerimaan/punguten pendapaten daerah lain
diluear pajak retribusi dserah dan Iuran
Pembengunan Dsaerah,

Membuat dan mengawasi peraturan pembaya-
ran atas pembayaran tunggskan daersah
lainnya diluar pajak dan retribusi dserah.
Melekukan tindakan pensgihen sesuai de-~
ngan persturan perundang-undangan yang
berlaku,

Menyelenggarakan pengurusan yang ada da-
lam lingkungan seksi pendapatsasn lain-lgain.
Menyelenggarakan tugas lain yang diberi-

kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bi -

dang tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas,

Kepala Seksi Pendspatan Lain-lain dibantu

cleh :

a. Sub Seksi Perhitungan dan Penerimgsan

b. Sub Seksi Tata Ussgha

Seksi Perencansan, Pengawasan, Penelitian dan

Pengembsasngan mempunyai tugas membentu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dida -

lam memimpin dsn menyelenggarakan kegiatan
dalam hal :

a. Merencsana kan, mempersiapksan, mengolsh
dan menelaah penyusunan kebijaksanaan tek-
nis serta penyusunan program kerja atas
penerimaan/pungutan pajak/penerimaan pen-
dapatan daerah lainnya.

b. Menyelenggarakan pencatatan, penelitian
dan mensistimatiskan segala berkas-berkss
peraturan perundang-undangan dan peratu -
ran-peraturan daserah lainnyas yang ada
kaitannya dengan sosl-soal perpajskan dan
pendapatan deerah termasuk membuat/menyu-
sun buku persaturan tentang pendapatan
dserah,

c. Membuat/menyusun rencana persturan dsersh

dibidang perpajakan dan pendapatan dsaserash

lginnys....
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lainnya yang diperlukan yang selanjutnya
untuk dijadikan bahan pertimbangan kepa-

¢a dinas serta mengajukan kepada Bupati/

den stau Dewan.

Meneliti perhitungan yang tercantum dalam
surat ketentuan pajsk dan jika dipandang
perlu menetapkan kembali besarnya/retri-
busi/penerimean daserah lainnya yang ter-
hitung sesuai dengan persturan perundang
undangan yang berlaku.

Menelitl seluruh hasil pekerjaan seksi-
seksl yang melaksanskan perhitungan/pene-
tapan besarnya pajak/retribusi/penerimaan
daerenh lainnya.

Menyelenggarakan pemeriksaan setempat
guna mendapetkan data yang selengkap-se-
lengkapnya dan mencegsh penghindsran di-
ri dari wajib pajak/bayar terhadap pene-
rimaan psjak/pungutan pajak.

Mengawasi pelsksansan peraturan-peratu -
ran pembayaran atas tunggaksasn pajak/re -
tribusi.

Membuat laporan atas hssil-hasil kegia -

tan penerimaan yang dilakukan untuk di -

sampaikan kepada Kepala Dinas.
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i. Melayani permohonan keberatean wajib pa -
Jak/bayar mengenal garis besarnya dan
cara-cara pelunasan/angsuran pembayaran
pajak/retribusi penerimas/punguten daersah
lainnya.

J. Menyusun rumusan-rumusen penyelessian /
sengketa atas keberatan wajib pajsk/bayar.

k. Mengadakan usaha-usaha penelitian dan
pengembangan dibidang teknis penerimaan/
pungutan retribusi/pendapstan daerah
lainnya puna mencapai suatu sistem ad -
ministrasi yang manunggal.

1. lMenyelenggarakan pengurusan tata usaha
dalam lingkungan seksi perencanaan, pe -
ngawasan, penelitian dan pengembengan.

m. Meluksanskan tugas-tugas lein yang dibe-
rikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.

Delam melaksanakan tugas tersebut diatas

Seksi Perencansaan, Pengawnsan, Penelitian

dan Pengembangan dibantu oleh :

a. Sub Seksi Perencanaan

b. Sub Seksi Pengawasan

c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan

Teknis Administrassi.
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2.2. Metode Penelitian

Dalam menyusun Skripsi ini mengumpulkan dan pe-
ngolahan data yang penulis lskukan adalsh sebagai
berikut
a. Pengumpulan data dengan

1. Penelitian Kepustakasn;
Yaitu dengan mempelajari litaratur-literatur
sebrgal dasar pembahasan teoritis dalam Skripsi
ini.

2. Penelitian Lapsngan;
yeitu dengan mengsdakan observasi langsung pada
objek , dalam hal ini adalah Dinas Pendsapatan
Daereh haebupaten Daerah Tingkat II Bogor.
Disamping itu penulis juga meninjau salah satu
Unit di Ciomas. Data diperoleh dengan mengada-
ken wawancara dengan berbagal bagian yang ada
hubungannye dengan data yang diperlukan.

b. Pengolahan data.

Data ysang diperoleh sebagai hasil penelitian akan

dibandingkan dengan dasar-dasar teoritis yang di-
peroleh dengan penelitian kepustakaan.
Dari hasil perbandingan ini dapatlah ditarik suatu

kesimpulan serta dapst memberikan saran perbaikan.




DIPENDA KABUPATEN DATI II BOGOH
BUKTI PENGEPLONGAN KARTIS
Petugas Urusan Perbekalan/Perkarcisan tolul
melakukan pengeplongan/porforasi pada :
Jenlis dan No & Banyak4 ..., .: Rete-
mac afm Seri nya Nilal rangurn
karcis
Bogor, i
Pelabhsana Portoerasi,




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

3ebagaimana telah disebutkan pada Pendshuluan
bahwa pembshasan dalam Skripsi ini penulis batasi
hanya pada penerimaan/pemungutan retribusi untuk
yang menggunakan karcis, yang pengelolaannya dila-
kukan oleh Dinas Pendapatan Daersh Sendiri.
Maka pada hasil penelitian ini penulis hanya akan
menguraikan hal~hal yang sesuai dengan pembatasan
diatas, dalam hasil penelitiasn ini adalgh masalah
Sistem éan Prosedurnya, baik sebelum penerimaan /
pemungutan juga sesudahnya yekni penyetorannya ke
Kas Daerah.

4.1.1. 8istem dan Prosedur Permintaan Karcis dari

Petugas Penerima/Pemungut ke Bagian Unit

1. Petugas-~petugas sesuai dengan bagiannya
masing-masing setiap hari meminta karcis
ke baglan Unit yang dipimpin oleh seorang
Kepala Unit/Danpos secars lisan. Banyak-
nya karcis cukup untuk satu hari tersebut
sesual dengan rsta-rats penjualan hari-
hari sebelumnya/biasanya.

€. Unit memberikannya sesuai dengan perminta-

an, pengelusran karcis ini dicsestat dibuku

register (lihat lsmpiran 1).
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4.1.2, Sistem dan Prosedur Permintean Xarcis dari

Unit ke Dipenda

1. Apabila karcis diperkirakan telsh tidak
mencukupi, petugas Unit yang telsh disetu-
Jui oleh Kepala Unit/Danpos dalam hal ini
bagian pelaksana mengajukan permintaan ke
Dipenda (Urusan Perbeksalan/Perkarcisan)
dengan menggunakan formulir Permintaan
Karcis/Permohonan Barang Cetakan (lihat
lampiran 2) yang tersedias di Unit rangkap
4. Formulir tersebut harus mendapat penge-
sahan dari :
~ Kepala Unit/Danpos
- Kepala Seksi Retribusi (untuk memperce-

pat seringkali diwakilkan,bagian ini
karena sering dinas luar)
- Kepala Sub Bagian Tata Usshs
- Kepula Urusan Perbekslan/Perksrcisan
Petugas urusan ini melayani sesuai permin-
taan yang tertera 41 formulir tersebut dan
kemudian mencatat pengelusran karcis ini
di buku register sesuai dengen jenis kar-
cisnya.
ke 4 lembar formulir tersebut diperuntukan:
- lembar 1 disimpan di bzsgian ini (Urusan

Perbekalan/Perkarcisan).
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- lembar 2 disimpan di bagian Bendaharawan
-Barang
- lembar 3 untuk Seksi Retribusi
= lembar 4 sebagei arsip/untuk bagian Unit.
Formulir dan karcis dibswsa oleh petugas
Unit ke bagian porforasi/pengeplongan.

sSetelah karcis di porf{orasi oleh petugas

di catat di buku porforasi.

Diunit jumlah karcis dicocokan dengan for -
mulir permintaan oleh Kepala Unit dan selan-
jutnya dicastat di buku Megazine (lihat

lampiran 3) oleh bagian Unit ini.

Sistem dan Prosedur Penerimaan/Pemungutan oleh

Petugas Penerima/Pemungut dan Penyetorannya ke

Dipenda

1.

Petugas penerima/pemungut menarik para wajib
bayar retribusi setiap hari sesuail dengan
Jam kerja yang telah ditetspkan, dan pada
ngri esoknya semua petugas penerima/pemu -
ngut menyerahkan sisa sobekan karcis, sisa
karcis yang tidak terjual beserta uang hag-
sil penarikannys kepada Bendaharawan Khusus
Penerima peda jam kerja.

Dari buku register pengeluaran karcis,

Bendaharawan mencocokan jumlah karcis yang

keluar....
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Keluar, sisa karcis yang tidak terjual dan jumlah
uang dari karcis yang terjual. Bendaharawan ter -
sebut melanjutkan pengisian buku register,
Pada hari itu jugas Bendaharawan tersebut mencatat
seluruh penerimsan retribusi hari itu di buku
Pembantu Kas. Dan menyimpan uangnya di brankas/

peti uang.

4.1.4.5istem dan Prosedur Penyetoran Hasil Penerimaan /

Pemunsutan Retribusi dari Dipenda ke Kas Daerah

Catatan : delam hal ini yang berfungsi sebagai

Kas Daerah adalsh BPD (Bank Pembangunan Dserah).

1. Pada setiap hari Bendaharsaswan Khusus Penerime
memindshkan catatan buku Pembantu Kas ke buku
Kas. Buku Kas ini merupakan ringkasan seluruh
penghasilan Dipenda baik pajak maupun retribu-
si selama satu hari. Dari catatan/data buku
Kas Bendsharawan mengisi formulir " Tanda
Setoran Retribusi " rangkap 5 (lihat lempiran
4) juga setiap hari sebagai mempersiapkan
penyetoran,

2. Formulir Tanda Setoran Retribusi Dserah yang
telah diperiksa/dicocokan dengan buku kas oleh

Kepala Bendahsrawan Khusus Penerimsg diserahkan

ke Petugas untuk disetorkan ke Kas Daerah,
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Formulir Tanda Setoran Retribusi rangkap
5 tersebut ditanda tangani juga oleh pe =~
nyetor dan petugas Kas Daersh setelah mene-
1liti kebenaran jumlah pada formulir dan
Jumlah uang setorannya, dan disershkan
kepadsa :
~ lembar 1 untuk Kas Daersh/Bank Pembangu-~
nan Daerah
- lembar 2 dan 3 untuk penyetor (Bendshara
Khusus Penerima)
- lembar 4 untuk Seksi Perencanaan, Penga-
wasan, Penelitian dan Pengembangan,
~ lembar 5 untuk Seksi Retribusi/Pajak
3. Bendaharawan menjumlahkan masing- masing
/Unit retribusi dari seluruh formulir tanda
setoran Unit yang diterima hari itu dan
membukukannya di buku Penerimaan Pajak dan
KRetribusi Daereh yang setisp hari diperik-
sa dan ditanda tangani oleh Kepala Dipends.
Demikian sistem dan prosedur mulai dari per -
mintaan karcis sampai dengan penyetoran hasil
penarikan retribusi yasng dilaksansakan oleh
Dipenda Kabupaten Daersh Tingkat II Bogor
saat 1ni. Sebagai tambshan informasi dan ba -
hen pertimbangan hasil pembahasan penulis

tambshkan.....
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tembahkan pula disini ulasan ringkas mengenai
laporan pertanggung jawaban Dipenda sebsagai
unsur pelaksana Pemda Tingkat II Bogor dan se-
bagi unsur penunjang sebagai tugas Dipenda.

- Setiap 1 bulan Dipenda membuat leporan per -
tangpung jawaban tentang hasil kegistan yang
telah dilaksanakan, kekurangan beserta ala -
sannya dan saran-saran yang dilampiri formu-
lir leporan Pemasukan Retribusi/Pajek Daerah
dan Pendapatan Lain-lain (lihat lampiran 5)
rangkap 2 yang disampaikan kepada :

- lembar 1 untuk Bupati Tingkat II Bogor
- lember 2 arsip Dipenda Kabupaten Daeran
Tingkat II Bogor.

~ Setlsp 3 bulan sekall Dipenda membuat lsporan
yaeng ditujukan kepada Kepala Dinas Prop,Jawa
Barat dan Kepala Inspektorat Wilsyeh Prop,
Jawa Baral di Bandung berupa Target dan Rea-
lisasi.

Berdasarkan laporan ini Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Bogor mersassa perlu melakukan pemerik-

Saan kesetiap Unit.
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HASIL PEMBAHASAN

Setelah penulis menguraikan secara teoritis mengenai
pelgksanean penerimaan/pemungutan retribusl daseresh berda
sarkan pendapat para sarjana, demikian pula menurut Pe =
raturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia,
serta surat Keputusan Bupati Kepsala Daerah Tingkst I1
Bogor yang berlaku, kemudian disusul pula dengan uraian
secers teoritis dan uraian yang merupekan gambaran secaras
faktual tentgng pelakssnaesn penerimgan/pemungutan retri -
busl daersh, mska pads bab ini pernulis lanjutkan mengenai
Pembshasan stas pelaksanaan penerimaan/pemungutan retri -
busi daerah Kabupeten Daerah Tingkat II Bogor yang aksan

penulis serta pula dengsasn pemecshan masalahnya.

4.1.1. Sistem dan Prosedur Permintesan Karcis dari Petugss

Penerima/Pemungut ke Bagian Unit

Dari uraisn didepan mengenasi Sistem dan Prose-
dur permintsan karcis dari petugas Penerima/Pemu -
ngut ke Unit dapaet dikatakan kesannya sangat seder-
hana. Mungkin cara itu adalsh dianggap cara yang
paling mudah dan cepat. Apa yang dilakukan hanya
atas dasar saling percaya. Jelzs dalam hel ini da-
pat penulis nilai bahwa Sistem dan Prosedur yang

diterapkan dalam hal ini belum mengetrapkan perang-

kat pencatatan yang baik (lihat halsman 24).
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Hal ini bisa lihat tidek adanya bukti - bukti
tertulis balk pada saat Petugas Penerima meminta
karcis maupun saat petugas bagian unit ﬁenyerahkan
kercis pada peminta.

Pada hal formulir harus direncanskan (lihsat
halaman 20) sebagai bukti tertulis semscam ini sg-
ngat berguna sebagal alat kontrol karcis yang be =~
redar. Tidsk adanya bukti-bukti tertulis tersebut
kemungkinan bisa mengakibatkan :

1. tidak bisa mengadakan penulusuran tentang penge-
luaran karcis pada setiap harinyas.

2, terjedinya kerja sama yang mengakibatkan kerugi-
an, antars petugas penerima/pemungut dengan ba=-
gian unit,

3. sukarnya bagi Danpos meleakukan pengontrolan.

4; kelemahan disini adalah juga tidak adanya buku
persediaan karcis, dimans bisa diketshui sewaktu

waktu persediaan karcis yang ada.

4,1.2. Sistem dan Prosedur Permintaan Karcis dari Unit ke

Dipenda

Kebeilkan dari sistem dan prosedur yang diguna-
kan dalam hal ini adalah sudah digunakan formulir
sesual (lihat halaman 21-211) sebagei bukti tertu -

lis permintaan karcis yang didslamnya tertera pihak

pihak....
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pihak yeng menandatangani cukup lengkap dan baik
dari segi kontrol apa bila dilaksanakan sesuai
dengan apa adanya.

Kelemghannya (lihat haleman 38-39) adalah
tidak terdapat pemisahan antara yang mengeluarkan
karcis dan yang mencatat pengeluaran karcis. Hal
ini bisa menimbulkan kebocoran/penyelewengan,

Juga cdalam pengeplongan, pencatstan pada buku por-~
forasi tidak ada bukti tertulis yang menyertai se-
bagai bukti, yang sebenarnya sangat penting untuk
pengecekan. Dalam hal pencatatannya adanya buku
register yang hanye berisikan kolom-kolom tanggal
unit yang minta, nomor seri dan nomor karcis, har-
ga karcis, banysknya, jumlah uang serta keterangan
yang tidek mencerminkan jumlah persediaan karcis

Yang setiap saat bisa diketahui.

Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Penyetoran

Hasil Penarikan Retribusi Karcis

Sistem dan Prosedur dalsm hal inipun menurut
penullis masih banyak kelemshan-kelemahannya dari
prosedur penerimaen (lihat hglaman 29-30) diantg =
ranyas adalsh
1. tidak adenya bukti penyetoran dari petugas

penerima/pemungut dan bukti penerimaan setoran

dari petugas penerimanys.
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Hat Aot sebnln mendmbuticen Lidule Blaanys o) alog -
kan penulusuran juges mudsh terjadi penyelewengean.

2. kurangnya buku pencatatan yang memadai baik pada
Bendaharawan Unit maupun Bendaharawan tingkat
Dipendanya.

3. tindasan formullr Tanda Setoran Retribusi Daerah
rangkap 5 dimana untuk bagian mendapat 2 tindasan
sebagai arsip menurut penulis juga kurang tepat.
Dilain pihsek koordinator Wilaysh sebagai pihak
yaeng perlu mengikuti kegiatan unit tidak mendapat
tembusan sama sekali.

4. pada saast penerimaan setoran/tsnds setoran ini
terutama untuk jenis retribusi dengaen karcis pi-
hak Dipenda tidak bisa melskukan pengecekan/mem-
bandingkan jumlash setoran retribusi karcis yang
masuk dengan jumlah karcis yang beredar/terjusal.

Kelemahan-kelemahan diatas selain menunjukan
gejala lemahnya pengendalian intern terhadap distri-
busi karcis dan penerimsan setoran uangnya, dengan
gistem dan prosedur yang demikian akan sulit dila =~
kukan pemeriksaan/penelitian apabila terjadi suatu
kesalahen atau bghkan penyelewengan-penyelewengan
yang ditemukan.

Dari kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem

dan prosgsedur permintaan karcis, penerimaan dan

penyetoran e e e
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penyetoran hasil penarikan retribuni dengoan mong -
gunakean karcis yang diterapkan oleh Dipenda Kabu -~
paten Daerah Tingkat II Bogor yang telah penulis
uraian pada pembahasan, maka selanjutnya akan penu-
lis cobe untuk memecahkan masalah-masalah kelemahan
tersebut serta mengusshakan penyempurnaan terhadap
sistem dan prosedur yang ssat ini diterapkan.

Dengan adenya kenyataan itu maka pada bab ini
punulis akan mencoba memberikan langkah-1angksah
pemecshan atau penyempurnasn sistem dsn prosedur
permintean karcis, penerimaan dan penyetoran hasil
penarikannya untuk mengatasi kelemahsn-kelemsahan
yang ada pada sistem dan prosedur yang diterapkan
di Dipenda Kabupeten Daerah Tingkst II Bogor.

Dalam mengatasi kelemshan-kelemghan seperti
yang tersebut distas, penulis mengumpulksn tindakan
tindskan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Perlu suatu terciptanya pengendalian intern dan

pengewasan yang cukup (lihat halaman 40) adanya
pembenanan/penetapan kembali secara jelas dan
tegas wewenang dan tanggung jawab bagian - bagian
terutama disini berdasarkan objek penelitian
penulis adalah di Seksl Retribusi dilingkungan
Dipenda sendiri, selain itu menurut penulis per-

lu juge dilskukan hal yang sama dilingkungan

unit.
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M1a pertu panambahen personil akan Tebih bulk
seningga tidak ada perangkapsn fungsi, sebapai
contoh perangkapan fungsi entare bendaharawan
den kepala disaleh satu unit, ynng menurut pe -
nulis bisa berdampak sangat negatif. Disamping
itu jelas dan tegasnya pembagian tugas dan we -
wenang ini dimaksudkan agar mudah untuk menanya-
kan sesuatu bagi pihak luar atsu instansi-ins -
tansi lain baik untuk keperluan pemeriksaan mau-
pun keperluan yang lsainnya.
Baik dilingkungan Unit meupun Dipenda perlu di-
tambsh fungsi akuntansi yang memenuhi kriteria
sehingga formulir yang baik harus memenuhi kri-
teria penggunaan (lihat halaman 13-14) sebagai
bukti transaksi yang ssh karena adanya/lengkap-
nya bukti-bukti transasksi askan sangat menunjang
adanya kontrol yang baik. Dengan adanyas bukti -
bukti transaksi petugasnye bisa mencatat tran -
sgksi secara benar, sehingga diperoleh informa-
si yang tepat dan berguna bagl pihak yang memer-
lukan. Selsin itu adanya bukti-bukti transaksi
akan mempermudah dilakukan penulusuran/pemerik-

saan apabila terjadi kesalshan baik disengaja

staupun tidak disengaja.
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Adapun bukti-bukti transaksi yang masih di-
perlukan dilingkungan Unit adnalah :

g, Bon Permintsan Karcis

Bon ini sangat berguna sebagal alat pe-
ngendalian. Pencatatan yang didasarkan pads
bukti-bukti trensaksi ysng sah menghindarkan
terjadinya pengskuan-pengaskuan yang tidak be -
nar bsgi pihek-pihak yang melakukan transaksi.

Bon permintaan karcis ini digunskan oleh
petugas Penerima/Pemungut retribusi merupakan
suatu sistem pencatatan yang memadai (lihat
halaman 22-23) pads saat meminte karcis pada
bagian Unit. Sedangkan bentuknya dapat dibuat
sebagal contoh yang tertera pada lampiran 6.

b. Bukti Penerimasan Karcils

Setelah Bon Permintaan Karcis diterima
dan karcis telsh diserahkan sebanysk yang di -
mints maka sebagal buktl bahwa petugas telah
menerimanya‘adanya bukti Penerimsan Karcis dan
tidak terlepas dari alat-alat bantu penerimasan
yang penting sebagal dasar pencatatan (lihat
hslaman 32) untuk selanjutnya.

Tentunya tanda tangan ysng tertera di
formulir tersebut dilakukan setelah adanya pe-
ngecekan dari pihak yang bersangkutan. {contoh

lihat lampiraen 7)

-
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Bukti Setor dan Perhitungan Karcis
Sebugal bukli telah terjadinya transaksi
antnrn petugas penerlma/pemungut dengan Bendaha-

ra jugas sebagai slat pengendslian intern (lihat
halaman 30-31) adanya formulir ini sangat diper-
luken, disamping sebagai arsip Bendshara Unit,
bagian Unit juga memerlukannys sebagal dsasar
pencatatan di kartu persediaan barsng di tingkat
Unit. (bentuknya bisa dilihat pada lampiran 8)

Bukti Penerimaan Uang

Disemping Bukti Setor, Bukti Penerimaan
Uang ini diperlukan suatu alat/formulir untuk
pencatatan (lihat halaman 21-22) sebsagai bukti
bghwa bendaharawan Unit telsh benar-benar mene -
rima sejumlah setoran dari petugas penerima/pemu-
ngut, bentuknya (lihat lampiran 9},

Sedangkan bukti-bukti transasksi yeng masih di-

perlukan dilingkungan Dipends adalah :

a,.

Bukti Penerimean Karcis

Formulir ini sebagai bukti bahwa petugas
Unit (yang meminta karcis) telah menerima karcis
sebanyak yang tertera didalamnya dari petugas
Urusen Perbekalsan bentuknya lihat pade lampiran
10.

Bukti Pengeplongan Karcis




B5
Formulir ini sebagai bukti bshwa petugas
pengeplongnn Lelnh mengeplong nejumlah kurels ne-
sual dengan jumlsh yang tertera di bukti penerima-
an karcis, bentuknya lihat lampiran 11).

5. .Pade setiap bagien yang berhubungan dengen peneri-
mean dan pengeluaran karcis baik di Dipenda maupun
diunit perlu disediakan Kartu Persediaan Karcis,
dimana sewasktu-waktu bisa dilihat dan diketsghui
jumlah karcis yang masuk, yang beredar, dan yang
masih tersisa.

4. Selain dibuat laporan penerimaan dan penyetoran
retribusl didalam laporan pajak/retribusi Daerash
harus memperhatikan pelaporan yang baik (1lihat
halamen 26) yang dibuat 1 bulsen sekali perlu juga
dibuat laporan bulansn mengenai peredaran karcis
oleh unit-unit yang diketahui/ditandatangani oleh
koordinator wilayah masing-masing dan dibuat rang-
kap 3 disampaikan kepads :

- lembar 1 untuk Bendaharawan Khusus Penerima
- lembar 2 untuk baglan Seksi Retribusi

- lembar 3 untuk arsip yang bersangkutan.

A. Sistem den Prosedur yang efektif dan effisien vang

Penulls usulkan

Disemping perbaiken-perbasikan secara umum

diatas. L B

-
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diates penulis juga mengusulkan sualu perbailkan
dalam sistem dan prosedurnya yang meliputi
g, Sistem dan Prosedur Permintasn Karcis dari Pe-

tugas Penerima/Pemungut kepada Bagian Unit.

b. Sistem dan Prosedur Permintaan Karcis dari Unit
ke bipenda.

¢c. Sistem dan Prosedur Penyetoran Hasil Penarikan
deri petugas Penerima/Pemungut ke Bendsharawan
Khusus Penerima.

d. Sistem dan Prosedur Penyetoran Penerimsasan Retri-
busi dan Bendegharawan Khusus Penerima ke Kas
Daerah.

Dalam penyempurnaan qasalah sistem dan pro -
sedur ini penulis hanya bagisn~bagian yang perlu
disempurngkan/diperbaiki dsri yang ada/diterapkan

saat ini.

a. Sistem dan Prosedur Permintsan Ksrcis dsri Pe-

tugss Penerima/Pemungut kepada Begian Unit

1. Petugas Penerims/Pemungut meminta karcis de-
ngen mengisi Bon Permintaan Karcis rangkap
2 dimana :
-~ lembar 1 disershkan kepada Kepala Unit/
Danpos

- lembar 2 srsip bagi petugas Penerima/Pemu-

ngut yang bersangkutan
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Brglinn Unit menyiopkan karcin yung diminta
beserta bukti penerimaan karcis dan mencatat
pengelusaran karcis tersebut pada Kartu Perse-
diagan Karcis,
Petugas Penerima/Pemungut mengecek jumlsh dan
Jenis karcis yang diterima disesuaikan dengan
bukti penerimaan karcis yang dibuat rangkesp 2.
Bila sesuai dan benar petugas penerima/pemu -
ngut menandatasngani bukti penerimaan karcis
tersebut untuk selanjutnya bagian Unit mendis-
tribusikan :
~ lembar 1 diserahkan ke petugas penerima /

pemungut

~ lembar 2 sebagail arsip bagian Unit.
Derl bukti penerimasn karcils sebagai arsip
itu bagian Unit mencatatnya di buku register
seperti yang digunakan sekarang (berisi infor-
masi tentang tenggal, name petugas yang memin-
ta karcis, jenis, jumlah dan nomor seri karcis,
g8iss yang terjual dan keterangan).
Selanjutnya tiap petugas penerima/pemungut
mencatet dibuku yang dimiliki oleh masing-ma-
sing petugas yang berisikan kolom-kolom per -
mintaan dan pengembalian karcis serta setoran

yang dilaskuksan setiap hari.
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b, Slutem don Prosedur Pormintuon Kurcln derl Unit

ke Dipenda

1. Dengan formulir permintaan karcis rangksp 4
vang teleh ditandatangani oleh Kepsla Unit/
Danpos, juga dimintakan tandatangan kepada
Kepala Tata Usaha Dipenda, Kepala Seksi Ré -
tribusi den Kepala Urusan Perbekalan/Ferkar-
¢isan, Petugas Unit meminta karcis kepada
petugas Dipenda/Bendahara Barang melayani
permintaan karcis.

2. Petugas bagian pelayanan karcls menyiapkan
karcisnya dan mengisi bukti penerimesn karcis
yang juga dibuat rangkap 4 untuk ditandata -
ngani oleh petugas Unit yang menerima setelah
mengecek jumlah karcls yang diterimanys.
Petugas pelaysnan karcis ini mencatat penge-
luaran karcis dikartu persediaasn dan mendis-
tribusikan formulir Permintaan Karcis dan
bukti penerimsan karcis sebagal berikut :

- lembar 1 sebagai arsip Urusan Perbekalan/
Perkarcisan.

- lembar 2 untuk Bendsharawan Barang

-~ lembar 3 untuk Kepala Seksi Retribusi

- lembar 4 sebagai arsip Unit.

3. Sebelﬁm disampsaikan kepada Kepsla Seksi Retri-

busi bagian pembukuan diurusan ini membukukan

di buku register.
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b. Sisiem dasn Prosedur Permintaan Kesrcils darl Unit

ke Dipenda

1. Dengan formulir permintaan karcis rangkap 4
yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit/
Danpos, juga dimintakan tandatangan kepada
Kepala Tata Usaha Dipenda, Kepala Seksi Re -
tribusi dan Kepsla Urusan Perbekalan/Perkar-
cisan, Petugas Unit meminta karcis kepada
petugas Dipenda/Bendahara Barang melayani
permintaen karecis.

2. Petugas baglan pelayanan karcis menyiapkan
karcisnya daen mengisi bukti penerimaan karcis
Yeng juga dibuat rangkap 4 untuk ditandata -
ngani oleh petugas Unit yang menerima setelah
mengecek jumleh karcis yang diterimanya.
Petugas pelayanan karcis ini mencatat penge-
lugran karcis dikartu persediaan dan mendis-
tribusiken formulir Permintaan Karcis dan
bukti penerimasan karcis sebagal berikut :

- lembar 1 sebagai arsip Urusan Perbekalen/
Perkarcisan,
= lembar 2 untuk Bendaharawan Barang
~ lembar 3 untuk Kepala Seksi Retribusi
- lembar 4 sebagal arsip Unit.
3, Sebelum disampalkan kepsda Kepala Seksi Retri-

busi bagian pembukuan diurusan ini membukukan

di buku register.
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4. Selanjutnya petugas Unit membawa karcis ser-
ta bukti-bukti yang ada padanya ke bagian
porforasi, Bagian porforasi karcis dan mengi-
si bukti pengeplongan karcis yang dibuat
rangkap -3 untuk disampaikan kepada :
- lembar 1 untuk arsip ini
- lembar 2 untuk Kepala Urusan Perbekslan /
Perkércisan
- lembar 3 untuk arsip Unit
Dari arsip bukti pengeplongsan karcis ini pe-
tugas mencatatnya di buku porforasi.
5. Petugas Unit menyerahkan ksrcis beserta buk-
ti-bukti kepada Kepala Unit/MDanpos untuk di-
periksa selanjutnys dicatat di kartu perse -

diaan kercis oleh bagian Unit.

c. Sistem dan Prosedur Penyetoran Hasil Penarikan

Retribusi dari Petugas Penerima/Pemungut ke

Bendaharawan Khusus Penerima

1. Selesai melakukan penerimaan/pemungutan pe -
tugas penerims segera menghitung uang dan
mencocokan dengan jumlah karcis yang laku.
Selanjutnya mengisi tanda bukti setor dan

perhitungan karcis dalam rangksp 3 dan menan-
datanganinya. Formulir ini beserta karcis

Sisa dan uangnya disershkan kepada Bendaha -

rawan Khusus Penerims.
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2, Setelah dicek kebenarannya oleh Bendsharswan
Khusus Penerima formulir tersebut ditandata-
nganl serta diketahui den ditandatangani oleh
Kepala Unit/Danpos untuk selanjutnys didis -
tribusikan sebagal berikut :
- lembar 1 sebagal arsip Bendaharswan Khusus
Penérima untukdicatat di buku Kas Pembantu
- lembar 2 diserahkan ke Seksi Retribusi
- lembar 3 arsip petugas penerima/pemungut,
3. Disamping itu juge dibuat bukti penerimsaan
uang rangkap 3 yang ditanda tangani oleh
penyetor (petugas penerima/pemungut) dan
Bendasharawan Xhusus Penerima dan didistribu -
| sikan sebagai berikut :
- lembar 1 untuk penyetor (petugas penerima/
pemungut
- lembar 2 diserahkan ke Seksi Retribusi
-~ lembar 3 sebagail arsip Bendaharawan Khusus

Penerimasa,

d. Sistem dan Prosedur Penyetoran Penerimgan Retri-

busi dari Bendaharawen Khusus Penerima ke Kas

Daersh
1. Pada setiap hari sekall Bendeharswasn Khusus

Penerima memindahkan buku Pembantu Kas ke

buku Kas.
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bord catatan/data pada buku Kns Bendaharnwnn
Khusus Penerima mengisi formulir Tanda Setoran
Retribusi Daergh rangkap 95 sebagal persiapan
penyetoran.,

Pada hari yang telah ditentuksan petugas/Benda-
harawaen Khusus Penerima Dipenda melakukan pe -
nerimaan uang dari Unit.

Formulir Tanda Setoran Retribusi Daerah yang
telzh diperiksa/dicocokan dengan buku kas dan
ditandatangani oleh Kepala/Bendaharawan Khusus
Penerima disershkan ke petugas Kas Daerah (BPD)
beserta uang setorannya. Kemudian ditandatanga-
ni juga petugass Kas Dmerah dan penyetor.

Selanjutnys didistribusikan sebagai berikut :

lembar 1 untuk Kaes Daereh ( BPD )

~ lembar 2 untuk arsip Bendahsarawan Khusus
Penerima

- lembar 3 Litbang

- lembar 4 untuk Seksi Retribusi

- lembar 5 untuk urusan Perbekalan/Perkarcisan
(dilampiri bukti setor dan perhitungan karcis
untuk dicek kebenarannys sebelum bukti-bukti
terlampir ini disempaikan).

Setelah mengecek kebenarannya Bendaharsawan

mencatat di buku setoran unit dan menyershkan

formulir....
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formully buktl selor don perhitungan karcls
ke Urusan Perbekalan/Perkarcion, Disumplng
itu juga mencatstnya dibuku Penerimasn Retri-
busi/Pajak Daerah yang setiap hari diperiksa

den ditendatengani oleh Kepsla Dipenda.

B. Pengendslian Intern lain yang diperlukan

Disemping hal-hsl yang telah penulis kemu-
kekan pada bab Pembahasan diates kirsnys masih
ada hel lain yang perlu diperhatikan yang akan
menunjang lebih baik/sempurnanya pengendalian
intern, masalah pelaksanaan penerimaan/pungutan
retribusil yeng dilaksanskan Dipenda Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor yakni :

1. Perlu diberikan secara periodik penyuluhan
kepada para wajib bayar retribusi, sehingga
mereka sadar akan tugas dan tanggung jawabnya
serta mengerti mengenai tujuan dan mamfaatnys
mereka membayar retribusi tersebut.

2. Petugas penerima/pemungut retribusi daersh
harus mempunyal pengalaman dan pengetehuan
yang mendalam mengenai retribusi daerah dan
tujuan-tujuan dari pada penerimaan/pungutan.

3. Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan
harus dengan secara tiba-tiba, lebih diper -

ketat dan lebih sering dilakukan dan

dilaksanakan....
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diloksanakan saat ini untuk menghindarkan /
penyelewengan secars dini, baik pengawasan
intern yang merupakan wewenang dan tanggung
jawab Irwilkab.

4. Kepala Seksi Retribusi Daerah dan petugas =~
petugas retribusi lainnyas harus membust ren-
¢ana kerje mengenai jadwal penerimaan/pungu-
tan, waktu penerimaan/pungutan, perjalanan
dan biaya-biaya yYang perlu dalasm melaksanakan
penerimaa/pemungutan.

9. Penetapan anggaran hendaknya ditinjau lagi,
diusahakan agar bisa memacu parsa petugas dan
aparat retribusi ﬁntuk bisa lebih meningkat-
xan lagi penerimaan retribusi.

Demikian uraian tentang cara-caras penerima/
pemungutan retribusi daereh yang effektif dan
effisien sebagai pemecshan masalah dari kelema -
han yang ada, sehingga akan meningkatkan penda -
patan asli dserah bila telsh dilaksanakan penyem-

purnsan dari Sistem dan Prosedur Akuntansi Pene-~

rimzan Retribusi.
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RANGHUMAN KESKLURUL AN

Dalam melskaanankan tugas-tuges pemerintah dnerah di
dalam membina dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan
tujuan negars dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
pancasila diperlukan pemblaysan, untuk memperoleh biays
tersebut, pemerintah daersh herus berusaha mendapeatkan
income, dari berbagal macam sumber pendapatan asli daersh
yeng dimamfastkan oleh daerah, salah satu diantaranya
adalah retribusi daerah di Kabupaten Dserah Tingkat II
Bogor.

Retribusi didefinisikan sebagai penerima/pemungutan
dserah sebasgail pembayaran pemakai/karena memperoleh jasa
pekerjaan, usaha/milik daerah bagi ysng berkepentingan /
karena jasa yang diberiken oleh daerah baik langsung mau-
pun tidek langsung.

Dalam rangka pembentukan dasersh~daerah swantantra
sesual dengan peraturan perundang-undangan nomor S tahun
1974, maka tugas pemerintsh adalah harus berusaha untuk
menggall sumber-sumber kKeuangan daersh yang sebesar-besar-
nya khususnys dari sektor retribusi.

Dengan adanya peranan Sistem Akuntansi Penerimaan/Pemungu-
tan retribusi skan membantu/memberikan bantuan kepada Ma-
najemen terutama adalah dalam rangka pengawasan yang dapat
berjalan, sehingga tugas-tugas manasjemen dapst diefektif-

kan, nal terssbut tidak terlepas dsri elemen-elemen

Akuntansi .....
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Akuntunsi ynltu berupn :

1. Formulir

2. Prosedur

3. Buku Catatan

4. Alat - alat

Elemen-e¢lemen tersebut dapat dikoordinasikan untuk
menghasilkan informasi yang diperlukan pihek manajemen. '

Retribusi dengan menggunakan karcis tidek dapset di -
katogorikan sebagai formulir yeng baik kerena tidak meme-
nuhi kriteria, sehingga peranannys dalem menjaga keamanan

pendepatan hasil retribusi, meningkatkan hasil usaha, di-

percayai sebagei data dan mendorong ditaatinys kebijaksa-

naan pimpinan kurang berpersan, untuk tercapainya kriterig
yang baik, maks ﬁntuk memenuhi formulir yang baik harus
memenuhl kriteri yaitu :

1. Formulir yang direncakan harus berisi semua informasi
yang dibutuhkan. Untuk kolom-kolom yang sken diisi de-
ngan angka, harus dipsstikan bahwa kolom=kolom itu cu=-
kup lebar sehingga akan cukup untuk menaﬁpung angka -
angka tersebut. Kata-kats yang selalu dituliskan dalam
formulir sebaiknya dicetak sehingga tidak perlu menu -
lis berulang-ulang.

2., FPormulir-formulir yang dibuat dengan memakai tembusan,
sehingga wernanya dibeda~bedakan dan paeda masing-ma -~
sing tembusan dicetak nama baglien yang skan diberi

tembusan.

——-—|———-_——
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3. Sednpnt mungiln nomua formalir=tormulir dibori aomor
urut yang dicetak, hal ini dapat berguna aehngni alnt
pengawasan.

4. Perlu ditentukan jumlah penggunaan formulir dalsm satu
periode agar penyedisannys dapat direncenaksen dan ti-
dak sampai kehabisan.

Formulir itu sendiri harus didukung dengan buku cata-
ten dan alet-alat bantu dan juga alat-alat lain sebagai
pendukung yang satu sama lain saling berhubungan sehingga
akan tercapal suatu sistem dan prosedur permintaan, pene=-
rimsan dan penyetorannya dengan tercapainya suatu pengen-
dalian intern yaitu :

1. Adanya pemisahan fungsi antare bagian pembuat/pengada~
an ksrcis dengan baglan pendistribusian, perhitungan
karcis, penerimaan uang dan pencatatan.

2. Adanya prosecur dan wewenang yang Jjelas untuk menunjuk-
kan petugas yang berhak memberikan otorisasi dan ber -
tenggung jawab.

3. Semua penerimaan harus disetor sepenuhnya setiap hari.

4., Sedapat mungkin dipergunakan slat-alst yang dapat
memberikan =zlat pengecekan tambahan.

5. Menetapkan jadwal penerimaan/pemungutan

Sehinggan skan berperan dslam meningkatkaen pendapetan

Asli Daerah di Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KImIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah disajikan dan
dibahas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai
berikut

a. Untuk melaksanaksn tuges-tugss Pemerintsh Daerah
didslam membina den mewujudkan pembangunan ma -
syarakat diperlukan berbagal macem sumber penda-
patan dserah, salah satu diantaranya adalah
retribusi daerah.

b. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor, yang
penting menentukan pembangunan Nasional pads umum
nya dan daersh khususnya (Kabupaten Dasersh Bogor).
Dalam ussha menggali sumber pendapatan daersh

deri sektor retribusi daerash ini sangat perlu

suatu prosedur atau tata cara serta menggunakan
sistem yang baik dan tepat, sehingga tidak menim-
bulkan kekecewsan pada salah sstu pihak.

¢. Unsur tepst, tegas dan jelas dalam hal pembagian
tugag dan pemisshan fungsi didalam struktur orga-
nisasi masih kurang memadsi.

d. Trenssksi-transeksi yang kurang didukung oleh buk-~
ti-bukti yang skurat dan memadsil sehinggas infor -

masi yang dibutuhkan oleh pihak atassn sering

terlambat.
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Sltalem pencnlnblon ynng di Inloaknn el 101 Wurnnyy

menat jong ternedinnya alatem fnformngd yarng caloap

yang, berpuna dalam hal perencansan dan pengendalian,

= pelalcsannnn df Takukan oleh pitink-pihink yaug bhenar

independen.

- dilsakusan secara mendadak.

- semakin sering dilskuksn semaitin baik.

- sebelun

t pelaksanaannya harus disediakan program

yan; lengkap dan terperinci.

Sedanguan

sistem pengawasan yang dilakukan Dipenda

tidek memenuni unsur disastas.

Lurang acdanya «esadaran dan pengetahuan para wajib

bsyar retribusi tentang makna dan tujuan membayar

retribusi

rormulir

serta pentingnya peranan retribusi.

yan; digunaksn dalam mencukung pencatatan

sesual nengan buktl tertulis, yan,: memenuii «riteria

Pengawansun yanyg baik memenuhi unsur :
|

yang btaild.

SARAN = SARAN

Perlu adanya penetapsn kembalil pembagian tugas dan

wewenary
Pemungut

sehing, s

serta pemisahan fungsi pada Bsgian Penerima/

“etribusi cengan Bagian Pencatatan Retribusi,

tepat, jelss dan tegas selain berguna untuk

menghindari adenya kecurangan/penyelewengan juga

untuk ketertiban tata kerja.



b,

a0
Setluap transeksl hendoknys didukung oleh buktl-bukti
Venneak b vy memndnl terat wnn pacda oo Fermt ol nan
darcias, buktl Penerimoan Karcia, Buxli Selor dnn
Perhitungan Ksrcis dan Bukti Pengeplongan Karcis,
vehingga dihearapkan akan menghasilkan sistem informasi
yang cepst dan tepat yang sangat berguna bagi
pengambilan keputusan lebih lanjut.
Perlu diaxtifkan pemberian penyuluhan/penerangan
yang silfatnys mendidik dan menyadarkan psara wajib
bayer retribusi, tentang pentingnya membsyar retribusi
serta mengajar/memberitahukan tekhis/cara-cara vang
senh/benar,
Perlu cladakan peningkatan, baik kualitas maupun
xuantites tenags pengawasan yang memadail agsr memenuhi
unsur-unsur pengawasen yang baik yakni
- pelaxsansan dilakukan oleh pihak-pihax yang benar

independcen.
- dilaksenaxan secara mendadak.
- frekwensi pengawasan cukup.
- tersedianya program pengawassn yang lengksp dan
terperinci sevelum pelsksanaannya.

ilal tersebut diates perlu dilakuken karena pengawsasan
acalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang

penting,



[ERI
Pemberian insentif yang sesuai den memadei kepada
prava pobug s penerfn/pomangal, ety aprnrab  Tapongan
Padimnyn juen menckon Lerjandinys lCese gt o,
Azar pengendealian intern dalam mencapal tujusnnya,
antuk mern;amankan pendapatan asli dari hasil retribusi
lebih memndai perlu pemisahan fungsi dan tanggung
Jawab,sntara bagian penerima uang dengan bagian
pencatstannya untuk menghindari penggelapan pencatatan
penerimaan. Dan setiap penerimaan usng, barang atau
pengeluarannya diusahakan dibuat bukti supasya dapat

lebih dipertanggung jawabkan.
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DITNAS PINDAPATAN DAKRAN

Lamplran

KABUEATIEN I )] ol

PEMMOIONAN _BARANG CHPAKAN
A. DATA PERMOHONAN
1. Unas/Inptannst /Unit kerja
2. Alamat /Desa/Kecamatan/Jenis: eeeeeescesccoenses
B. Perincian Barang Cotukan yang diperlukan

No, | Jenis é:?iz: Nomor N??ﬁfaé Keterangan
’ Permulaan] Akhir P
Bogor,
Diberikan oleh
Ka.Ur,Peralatan Perbekalan Pemohon
( ) ( )
Mengetahui Setuju diberi
Ka.Sub.Bagian Tata Usaha Ka.Sie
( ) ( )
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Lzmip b 1 an

SURAT TANDA Lembar Ke : ........
Setoran seperti ini SETORAN Setoran seperti ini yang
yang ke .. ..., dalam terakhir telah dilakukan
tahun ; ... pada tanggal .................
Kepada Kas Daerah
Propinsi ....................
Pembantu Kas Daerah
Harap menerima uang sebesar Rp,
(ENgan hurUT] L i e ettt e e e e s e e e e eer e et i r e renbtnr b rarenras
B ¥ T O RO
Mata pembukuan @ . 190 s 19....... lJang tersebut di atas
7 U veeveeesirannares 1) diterima
Kontrapos ........... tgf, ...l . 19
OO PR UUOPPPRRUPPN )
[ Nama ) { Nama }
1} Jabatan dan tBRGE- L eerrer e,

tangan sipenyetor, Pemegang Kas Daerah,

A



Laempirun

DIPENDA KABUPATEN DATI II BOGOR
BUKTI PENGEPLONGAN KARCIS

Petugas Urusan Perbekalan/Perkarcisan telah
melakukan pengeplongan/porforeasi pads

Jenis dan -
e 10,8 | Bonve e | oo
karcis '

Bogor,
Pelaksana Portorasi,

11



Lampiran %
TAHGED DAN HEALLSALL PENDAFATAR AULL
DAERAH SENDIRI

Tahun Anggaran
Tanggal

Nomor '
No. Jenis Pungutan Tahun Anggaran {Tunggakap Ket
I. P0OS PAJAK DAERAH
1. Pajak Potong Hewan
2. "  Pembangunan
3. “  Bangsa Asing
4. " Totonan dan
Keramajian Um)]
5. " keklame
6. "} T B
7. " PJU
8. " Billiard
9. " Fendaftaran
Perusahaan
II. POS RETRIBUST DAE~
RAH
1. Ret .Uang leges
Za " Disgpen.Jalan
3. " Uang Pang.Park.
4. " Pemer.Hewan
5. " I MB
6. " TPR
T. "  HRumah Sakit
8. * Pasar
9. " Pemer.Susu
10. * Hasil Alam
11, “ TUKBU
12. " Setu
13. " Jzin Pemak.Kiog
14. * Y¥ebersihan
15. " Izin Pasi.LingA
kungan
16. ", Surat Kenal
Lahir/Mati
17. " Iz.Tempat Usahd
18. " Iz.Bungalow
19. " JTz.,U.Kepariwi-
sataan
20. " B.M.Objek Wisa
ta
III. POS PENERIMAAN LAIN
1. Rasil Penj.M.Drh.
2. " Cicil Pej.Inpre
3. Lain-lajin Peperima
Jumlah

Bogor,
Kepala Dipenda Kab,DT.
. IT Boegor




Linmpiran €

Unit - Dipenda Kab. Dati II Bopor
Unit Dipenda Ka&b. di......
Wilaysh......

BON PERMINTAAN KARCIS

Kepacda Yth.: Kepala Unit/Danpos

Harap diberikan kepads kami : Karcis,..

Macam Banyakt Juml ah
Karcis nya Nilad Uang

Jumlsh

Bogor,

Peminta
Petugas Penerima Unit,




Lampiran 7
Unit - Dipende Kab.Dati II Bogor
Unit Dipends Kab. di.....
Wilaysh.....
BUKTI PENERIMAAN KARCIS
Teleh diterima Karcis dari Dipenda sbb :
Bogor,
Yang menerima, Kepala Unit/Danpos,
( ) ( )




Lampiran 8
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BOGOR
KARTU BARANG
Nama Barang i
Satuan : Speaifikasi :
No. | Tanggal Masuk Keluar Sisa Keterangan
Bogor,

Atasan Langsung, Bendaharawan Barang,




ERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il BOGOR

Lampiran 9

TANDA BUKT! PENERIMAAN

NOMOF & e e

daharawan Khusus Penerimaan

.....................................

hh menerima uang sebesar . Rp.

..................................

ril

a Wajib Retribusi/Pajak
amat
istrasi Permohonan :
agai pembayaran Retribusi/Pajak :

..........................................

..............................................................

................................................................

it Penerimaan Uang tersebut diatas diterima

..................................................

................................................... 19. ...

...............................................

..........................................




Lamplron 10

BUKTI PENERIMAAN KARCIS
Unit Dipenda Kab. di Wil.

| Telah menerima Karcis dari Urusan Perbekalan
/Perkearcisan sbb :

! Jenis dan Banyak- : Jumlah
mac am ggrf nyea Nilai Uang
karcis

Bogor,

Kepala Ur.Perbekalan/
| Perkarcisan
Yang menerima, Dipenda Kab. Dati II Boger,




